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KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan
karunia-Nya sehingga buku Etika Profesi Hukum ini dapat
terselesaikan. Buku ini hadir sebagai respons terhadap urgensi
penanaman dan penguatan nilai-nilai etika dalam setiap praktik
profesi hukum. Di tengah dinamika masyarakat yang kian kompleks,
peran para profesional hukum mulai dari hakim, jaksa, advokat,
notaris, hingga staf kementerian dan lembaga menjadi sangat krusial
sebagai benteng keadilan dan penegak rule of law. Integritas dan
moralitas bukan lagi sekadar pelengkap, melainkan fondasi utama
yang menentukan kualitas sistem hukum suatu negara.

Profesi hukum adalah profesi mulia yang mengemban amanah
publik untuk mewujudkan keadilan, kepastian, dan kemanfaatan
hukum. Namun, kekuasaan yang melekat pada profesi ini juga
mengandung potensi penyalahgunaan yang dapat merusak
kepercayaan masyarakat. Oleh karena itu, buku ini secara
komprehensif mengupas kode etik dan prinsip-prinsip moral yang
wajib dijunjung tinggi oleh setiap praktisi hukum. Pembahasan
meliputi tanggung jawab profesional, independensi, konflik
kepentingan, hingga peran etika dalam menghadapi tantangan era
digital dan globalisasi.

Kami berharap buku ini dapat menjadi panduan esensial dan
sumber referensi yang mencerahkan bagi mahasiswa fakultas hukum,
calon praktisi, maupun profesional hukum yang telah berkarya.
Semoga kehadiran buku ini mampu mendorong lahirnya generasi
profesional hukum yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi
juga berintegritas tinggi dan berhati nurani.

Penulis
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Pengantar Etika Profesi Hukum:
Ruang LingKkup, Signifikansi, dan Tantangan Kontemporer

Ruang Lingkup Etika Profesi Hukum

Etika profesi hukum merupakan seperangkat norma moral dan
standar perilaku yang mengikat setiap individu yang menjalankan
profesi di bidang hukum. Ruang lingkup etika ini tidak hanya terbatas
pada hubungan antara praktisi hukum dengan klien, melainkan juga
mencakup relasi dengan sesama rekan profesi, lembaga peradilan,
serta masyarakat luas (Rahardjo, 2000). Dengan kata lain, etika
profesi hukum berfungsi sebagai pedoman menyeluruh yang
mengatur bagaimana profesional hukum menjalankan perannya di
berbagai konteks.

Secara konseptual, ruang lingkup etika profesi hukum dapat
dikategorikan dalam beberapa dimensi. Pertama, dimensi personal,
yang menekankan pentingnya integritas, kejujuran, dan kompetensi
individu. Tanpa kualitas moral personal, aturan hukum yang tertulis
seringkali kehilangan makna praktis (Suseno, 1997). Kedua, dimensi
institusional, sebagaimana yang tertera pada kode etik advokat Pasal
3 ayat (2) yakni Advokat dalam melakukan tugasnya tidak bertujuan
semata-mata untuk memperoleh imbalan materi tetapi lebih
mengutamakan tegaknya Hukum, Kebenaran dan Keadilan. Aturan-
aturan yang ditetapkan oleh organisasi profesi, seperti kode etik
advokat, hakim, jaksa, dan notaris menjadi landasan secara dimensi
yuridis bagi institusi profesi. Kode etik ini berfungsi menjaga standar
perilaku agar sesuai dengan nilai keadilan dan kepentingan publik.
Ketiga, dimensi sosial, yaitu tanggung jawab profesi hukum untuk
mendukung terwujudnya masyarakat yang adil, transparan, dan
menghormati hak asasi manusia (Asshiddiqie, 2012).

Dalam praktiknya, ruang lingkup etika profesi hukum seringkali
menghadapi persoalan dilematis. Misalnya, seorang advokat wajib
menjaga kerahasiaan klien, tetapi di sisi lain juga memiliki tanggung
jawab moral untuk tidak melindungi tindak pidana yang merugikan
publik (Fuady, 2005). Demikian pula, seorang hakim dituntut bersikap
imparsial, meskipun dalam realitas sosial acap kali kita ketahui
bersama sering muncul tekanan politik maupun ekonomi yang dapat
memengaruhi independensinya.

Afrizal Mukti Wibowo
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3. Memperkuat Supremasi Hukum (Rule of Law)

Etika tidak hanya melengkapi hukum positif, tetapi juga

memastikan bahwa penerapan hukum selaras dengan prinsip

keadilan (Tamanaha, 2004). Supremasi hukum tidak akan
terwujud apabila penegak hukum hanya menjalankan aturan
formal tanpa memperhatikan aspek moral. Dengan adanya etika,
praktik hukum diarahkan agar tetap konsisten dengan nilai
keadilan substantif.

4. Menjaga Kepercayaan Publik

Kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum sangat erat

kaitannya dengan perilaku para praktisi hukum. Pelanggaran

etika yang dilakukan oleh aparat hukum seringkali memunculkan
krisis kepercayaan publik (Komisi Yudisial RI, 2021). Oleh karena
itu, penegakan etika profesi hukum menjadi syarat mutlak untuk
menjaga legitimasi lembaga hukum di mata masyarakat.

5. Fungsi Sosial Profesi Hukum

Profesi hukum bukanlah sekadar sarana mencari nafkah,
melainkan memiliki fungsi sosial yang melekat. Etika profesi
hukum menuntut agar setiap tindakan praktisi hukum tidak
hanya menguntungkan klien, tetapi juga memperhatikan
kepentingan umum (Rasjidi, 1993). Hal ini sejalan dengan prinsip
bahwa hukum adalah instrumen untuk mencapai ketertiban,
keadilan, dan kesejahteraan bersama.

Dari sini, saya dapat menyimpulkan bahwa signifikansi etika
profesi hukum terletak pada kemampuannya menjaga integritas,
mencegah penyalahgunaan hukum, memperkuat supremasi hukum,
serta membangun kepercayaan masyarakat. Etika profesi hukum juga
perlu dimaknai tidak hanya sebagai instrumen pengaturan perilaku,
akan tetapi secara prinsipil ia merupakan jantung dari
keberlangsungan profesi hukum itu sendiri.

Afrizal Mukti Wibowo
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Sejarah dan Perkembangan Profesi Hukum

Profesionalisasi Hukum di Indonesia: Sejarah dan
Perkembangan

Profesionalisasi hukum di Indonesia memiliki sejarah yang panjang
dan penuh tantangan, dimulai sejak masa penjajahan Belanda hingga
pasca-kemerdekaan. Pada masa kolonial, meskipun sistem hukum
yang diterapkan di Indonesia adalah produk dari hukum Belanda,
perkembangan profesi hukum di tanah air sangat terbatas.
Pengaturan profesi hukum, baik itu pengacara, hakim, maupun
notaris, lebih difokuskan pada pelaksanaan sistem hukum yang
berlaku di jajahan, tanpa banyak perhatian pada pembentukan
struktur profesi hukum yang mandiri dan berstandar tinggi. Praktik
hukum pada masa itu, khususnya bagi bangsa pribumi, sangat terbatas
dan tidak terorganisir dengan baik. Namun, di sisi lain, penjajahan
Belanda juga membentuk fondasi awal bagi perkembangan sistem
hukum modern di Indonesia, yang kemudian memengaruhi
pembentukan profesi hukum setelah kemerdekaan.

Setelah Indonesia merdeka pada tahun 1945, profesi hukum di
Indonesia mulai mengalami transformasi yang signifikan. Salah satu
tonggak penting dalam sejarah profesi hukum di Indonesia adalah
pembentukan organisasi-organisasi profesi hukum yang pertama,
seperti Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI), yang didirikan
pada tahun 1950. Organisasi ini menjadi simbol dari upaya untuk
menata dan mengatur profesi hukum agar memiliki standar yang lebih
jelas dan terstruktur. Sebelumnya, profesi hukum di Indonesia belum
memiliki pengaturan yang kuat dan cenderung dibiarkan berkembang
secara informal. PERADI, sebagai organisasi advokat pertama,
memegang peranan penting dalam merumuskan kode etik profesi dan
mengawasi praktik pengacara di Indonesia (Sitorus, 2019).

Seiring dengan perkembangan tersebut, sistem pendidikan
hukum di Indonesia juga mulai dibenahi. Pada tahun 1947, didirikan
Fakultas Hukum Universitas Indonesia yang menjadi pusat
pendidikan hukum wutama di Indonesia. Fakultas hukum ini
memainkan peran penting dalam mencetak sarjana hukum yang kelak
akan berkontribusi dalam penegakan hukum dan reformasi hukum di
Indonesia. Pendidikan hukum di Indonesia pada masa awal
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keterampilan digital yang tidak merata, dan ketergantungan pada
perangkat teknologi dapat memperburuk ketidaksetaraan dalam
sistem hukum. Oleh karena itu, penting bagi lembaga hukum untuk
tidak hanya mengandalkan teknologi, tetapi juga menjaga agar
layanan hukum tetap dapat diakses oleh semua lapisan masyarakat,
termasuk yang kurang beruntung atau yang berada di daerah
terpencil. Hal ini menuntut adanya kebijakan yang lebih inklusif untuk
memastikan bahwa teknologi dalam hukum tidak justru
memperburuk kesenjangan sosial yang ada.

Ke depan, perkembangan teknologi juga akan membuka peluang
bagi inovasi dalam penyelesaian sengketa yang lebih cepat dan lebih
murah. Sistem Alternative Dispute Resolution (ADR) yang
memanfaatkan teknologi digital untuk mediasi atau arbitrase akan
menjadi solusi bagi banyak pihak yang ingin menghindari proses
litigasi yang panjang dan mahal. Dengan memanfaatkan platform
digital untuk menyelesaikan sengketa, masyarakat dapat memperoleh
penyelesaian yang lebih efisien, tanpa harus melalui prosedur
pengadilan yang kompleks. Hal ini tentunya akan memberikan
dampak positif terhadap sistem peradilan di Indonesia, dengan
mempercepat proses penyelesaian sengketa sambil tetap
mempertahankan integritas dan prinsip-prinsip keadilan yang
diharapkan.

Sebagai kesimpulan, meskipun perkembangan sosial dan
teknologi memberikan tantangan baru, keduanya juga membuka
banyak peluang untuk meningkatkan efektivitas dan aksesibilitas
dalam profesi hukum. Dengan semakin luasnya penerapan teknologi
seperti e-litigation dan penggunaan Al, sistem peradilan bisa menjadi
lebih efisien, transparan, dan inklusif. Namun, penting untuk diingat
bahwa meskipun teknologi membawa kemudahan, prinsip dasar etika
dan keadilan tetap harus dijaga. Teknologi seharusnya berfungsi
sebagai alat bantu untuk mendukung proses hukum, bukan
menggantikan nilai-nilai kemanusiaan yang ada dalam sistem hukum.

Salah satu tantangan utama yang harus dihadapi adalah menjaga
keseimbangan antara penerapan teknologi dan pemeliharaan hak-hak
dasar individu, seperti hak atas privasi dan kerahasiaan data.
Penggunaan teknologi dalam profesi hukum harus dilakukan dengan
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sangat hati-hati untuk memastikan bahwa itu tidak menyebabkan
ketidakadilan atau eksploitasi. Oleh karena itu, profesi hukum harus
senantiasa mengedepankan prinsip-prinsip etika yang mendasari
setiap proses hukum, memastikan bahwa meskipun teknologi terus
berkembang, keadilan tetap menjadi tujuan utama dari setiap
kebijakan dan praktik hukum.

Di masa depan, profesi hukum akan semakin dipengaruhi oleh
perkembangan teknologi dan perubahan sosial. Para praktisi hukum
harus terus beradaptasi dengan perubahan ini, tidak hanya dengan
meningkatkan pemahaman mereka tentang alat-alat teknologi, tetapi
juga dengan memastikan bahwa mereka tetap menjalankan profesi
mereka dengan integritas dan tanggung jawab sosial. Hanya dengan
begitu, profesi hukum dapat terus memberikan pelayanan yang adil,
efektif, dan terpercaya bagi masyarakat, menjaga keadilan tetap
terjaga di tengah arus perubahan yang semakin pesat.
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Pengertian Etika, Moral dan Hukum

Secara etimologis, kata etika berasal dari bahasa Yunani ethos yang
berarti kebiasaan, watak, atau karakter. Dalam perkembangannya,
etika dipahami sebagai cabang filsafat yang membahas tentang nilai
baik dan buruk, serta bagaimana manusia seharusnya bertindak
dalam kehidupan bermasyarakat (Kaelan, 2004). Etika tidak hanya
berbicara mengenai aturan perilaku, tetapi juga menyangkut refleksi
kritis tentang dasar-dasar normatif dari tindakan manusia.

Franz Magnis-Suseno menjelaskan bahwa etika adalah ilmu yang
mencari orientasi tentang bagaimana manusia seharusnya hidup dan
bertindak secara baik (Bertens, 2013). Dengan demikian, etika
bersifat reflektif, teoritis, dan lebih menekankan pada penalaran
rasional mengenai prinsip-prinsip moral.

Sedangkan moral berasal dari bahasa Latin mos (jamak: mores)
yang berarti adat, kebiasaan, atau tata kelakuan. Moral merujuk pada
aturan, nilai, dan norma yang hidup dan berkembang dalam
masyarakat serta dijadikan pedoman perilaku individu
(Poerwadarminta, 2007). Moral cenderung bersifat praktis karena
langsung berkaitan dengan tindakan manusia dalam kehidupan nyata.

Bertens menyebutkan bahwa moralitas adalah kualitas dalam
perbuatan manusia yang dinilai baik atau buruk berdasarkan standar
sosial tertentu (Bertens, 2013). Dengan demikian, moral bukan hanya
masalah individu, tetapi juga hasil kesepakatan sosial yang
membentuk suatu kebudayaan.

Sementara hukum dimaknai sebagai seperangkat norma atau
aturan yang mengatur kehidupan masyarakat, dibuat oleh lembaga
berwenang, serta bersifat memaksa karena disertai dengan sanksi
yang tegas (Mertokusumo, 2007). Berbeda dengan etika dan moral
yang sifatnya lebih internal dan sosial, hukum memiliki kekuatan
eksternal yang dapat dipaksakan oleh negara.

Tidak jauh berbeda dengan asumsi di atas, Satjipto Rahardjo
mendefinisikan hukum sebagai perangkat kaidah dan asas yang
mengatur kehidupan manusia dalam masyarakat, disertai lembaga-
lembaga yang bertugas untuk menegakkannya (Rahardjo, 2006). Hal
ini menunjukkan bahwa hukum tidak hanya sekadar aturan,
melainkan juga sistem kelembagaan yang menjamin tercapainya
keteraturan sosial.
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Contoh di atas menunjukkan bahwa hukum adat lahir dari
nilai moral masyarakat, yang pada gilirannya bersumber dari
prinsip etika universal tentang solidaritas dan tanggung jawab
sosial (Soepomo, 1982).

3. Perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM)
Kasus pelanggaran HAM di Indonesia, misalnya dalam penanganan
unjuk rasa yang berlebihan, juga memperlihatkan integrasi (dan
kadang ketidakharmonisan) etika, moral, dan hukum. Secara etis,
setiap manusia memiliki martabat yang harus dihormati, sehingga
tindakan represif melanggar nilai kemanusiaan. Sementara dari sisi
moral, masyarakat menilai kekerasan terhadap warga sipil tidak
sesuai dengan nilai keadilan dan perikemanusiaan yang dijunjung
dalam budaya Indonesia. Sedangkan dari sudut pandang hukum,
UUD 1945, khususnya Pasal 28A-28], serta UU No. 39 Tahun 1999
tentang Hak Asasi Manusia, menjamin perlindungan terhadap hak
hidup, hak berpendapat, dan hak memperoleh keadilan.
Kasus-kasus tersebut menunjukkan pentingnya hukum yang
sejalan dengan moral masyarakat dan prinsip etika universal agar
penegakan HAM benar-benar efektif (Muladi, 2002).

Untuk memahami lebih mendalam dari ketiga kasus di atas, bisa
kita lihat tabel berikut:

Tabel 1.1 : Perbandingan Etika, Moral, dan Hukum dalam Studi
Kasus di Indonesia

Kasus Etika Moral Hukum
Korupsi Melanggar Dipandang Diatur dalam UU No.
prinsip tercela, 31 Tahun 1999 jo. UU
kejujuran, bertentangan No. 20 Tahun 2001
keadilan, dan dengan nilai tentang
tanggung gotong royong Pemberantasan
jawab publik dan amanah. Tindak Pidana
Korupsi, dengan
sanksi pidana berat.
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Hukum Adat & | Menekankan Masyarakat Hukum adat memberi
Gotong keadilan, menilai sanksi sosial
Royong kebersamaan, | gotongroyong | (denda/pengucilan)

dan solidaritas. sebagai bagi yang tidak ikut
kewajiban kegiatan desa
moral demi
harmoni
sosial.
Perlindungan Menghormati Kekerasan Dilindungi oleh UUD
HAM martabat dan terhadap 1945 (Pasal 28A-28J)
hak asasi rakyat dan UU No. 39 Tahun
setiap dipandang 1999 tentang HAM
manusia. bertentangan
dengan nilai
kemanusiaan
dan keadilan
sosial.

Sumber: Analisis Penulis berdasarkan berbagai sumber

Dari uraian serta tabel perbandingan di atas dapat disimpulkan
bahwa etika, moral, dan hukum merupakan tiga dimensi yang saling
melengkapi dalam mengatur perilaku manusia. Etika berfungsi
sebagai landasan filosofis yang bersifat universal, moral hadir sebagai
manifestasi nilai yang hidup dalam masyarakat, sementara hukum
menjadi instrumen formal untuk menegakkan keduanya secara nyata.
Integrasi ketiga unsur ini sangat penting agar kehidupan sosial
berjalan seimbang, adil, dan berkeadaban. Apabila hukum ditegakkan
tanpa didukung etika dan moral, maka ia berpotensi menjadi kaku dan
kehilangan legitimasi sosial. Sebaliknya, moral dan etika tanpa hukum
cenderung tidak memiliki kekuatan mengikat. Oleh karena itu,
membangun masyarakat Indonesia yang adil dan beradab hanya
dapat terwujud melalui harmonisasi etika, moral, dan hukum secara
berkesinambungan.
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sekadar instrumen kekuasaan, tetapi harus menjadi instrumen
keadilan yang selaras dengan nilai-nilai kemanusiaan (Asshiddiqie,
2010). Hal inilah yang menjadikan kajian mengenai nilai-nilai dan
prinsip-prinsip etika hukum yang relevan, bukan hanya sebagai
wacana akademik, tetapi juga sebagai tuntutan praktis dalam
mewujudkan tata hukum yang bermartabat di Indonesia.

Nilai-Nilai Etika dalam Bidang Hukum

Nilai etika dalam bidang hukum merupakan pilar utama yang
mengarahkan perilaku praktisi hukum dalam menjalankan
profesinya. Nilai-nilai ini tidak hanya berfungsi sebagai pedoman
normatif, tetapi juga sebagai legitimasi moral yang menentukan
keberlangsungan sistem hukum dalam masyarakat. Seorang praktisi
hukum yang memahami dan menginternalisasi nilai etika akan
mampu menyeimbangkan antara tuntutan hukum positif dengan
kepentingan keadilan substantif (Rahardjo. 2000).

Secara umum, nilai-nilai etika hukum dapat dikelompokkan ke
dalam beberapa aspek utama, yaitu kejujuran, keadilan, integritas,
kemandirian, tanggung jawab, dan penghormatan terhadap martabat
manusia. Setiap nilai ini memiliki peran yang saling melengkapi dalam
membentuk praktik hukum yang bermartabat.

1. Kejujuran (Honesty)

Kejujuran merupakan fondasi utama dalam praktik hukum.

Tanpa kejujuran, hukum akan kehilangan makna substantifnya.

Advokat misalnya, wajib menyampaikan fakta secara benar

dalam pembelaan, tidak memanipulasi bukti, dan tidak

memberikan keterangan palsu (Rasjidi, 2003). Demikian pula
hakim, dituntut untuk memberikan putusan berdasarkan bukti
dan hati nurani yang jernih, bukan karena kepentingan eksternal

(Asshiddiqie, 2014).

Kejujuran dalam praktik hukum mencerminkan komitmen
moral untuk tidak menyesatkan pihak lain. Dengan demikian,
kejujuran tidak hanya menjadi nilai personal, tetapi juga nilai
sosial yang berdampak pada legitimasi lembaga hukum secara
keseluruhan.
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hukum nasional tidak hanya berlaku secara formal, tetapi juga mampu
menjawab tuntutan masyarakat internasional terkait penghormatan
terhadap hak asasi manusia, supremasi hukum, dan transparansi
(Hadjon, 1987). Dengan mempraktikkan nilai keadilan, persamaan di
hadapan hukum, dan tanggung jawab sosial, Indonesia dapat
memperkuat posisinya sebagai negara hukum yang demokratis dan
berkeadaban.

Secara praktis, penerapan nilai dan prinsip etika hukum dapat
meningkatkan kualitas pelayanan publik di bidang hukum. Advokat
yang menjunjung kejujuran, hakim yang menjaga kemandirian, jaksa
yang berintegritas, serta aparat kepolisian yang akuntabel akan
mendorong terbentuknya sistem hukum yang lebih bersih,
transparan, dan dapat dipercaya (Friedman, 1975). Dengan demikian,
penguatan etika hukum di Indonesia bukan hanya menjadi tuntutan
normatif, melainkan juga prasyarat bagi terwujudnya keadilan sosial
sebagaimana amanat konstitusi.

Relevansi nilai dan prinsip etika hukum di Indonesia tidak dapat
dilepaskan dari cita-cita untuk mewujudkan negara hukum yang
demokratis, adil, dan berkeadaban. Etika hukum menjadi fondasi
moral bagi seluruh aparatur hukum dalam menjalankan
kewenangannya, sekaligus menjadi mekanisme kontrol terhadap
potensi penyalahgunaan kekuasaan. Tanpa internalisasi nilai-nilai dan
prinsip-prinsip tersebut, hukum hanya akan berfungsi sebagai teks
normatif yang kering tanpa daya transformasi sosial.

Penutup
Pembahasan mengenai nilai-nilai dan prinsip-prinsip etika dalam
bidang hukum menunjukkan bahwa etika tidak dapat dipisahkan dari
praktik penegakan hukum. Hukum tanpa etika hanya akan menjadi
instrumen formal yang kering dan berpotensi kehilangan legitimasi
moralnya di mata masyarakat. Sebaliknya, etika menjadi roh yang
memberikan arah agar hukum berfungsi sesuai dengan cita-cita
keadilan, kepastian, dan kemanfaatan.

Nilai-nilai seperti kejujuran, keadilan, integritas, kemandirian,
tanggung jawab, penghormatan terhadap martabat manusia, dan
profesionalitas merupakan fondasi moral yang harus diinternalisasi
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oleh setiap praktisi hukum. Sementara itu, prinsip-prinsip etika
seperti keadilan, persamaan di hadapan hukum, kepastian hukum,
profesionalitas, akuntabilitas, dan kerahasiaan berfungsi sebagai
pedoman operasional yang menjaga agar praktik hukum tetap berada
dalam koridor moralitas publik.

Dalam konteks Indonesia sebagai negara hukum (rechtsstaat),
relevansi nilai dan prinsip etika hukum semakin kuat karena menjadi
sarana untuk menghadapi tantangan nyata seperti mafia peradilan,
korupsi, dan intervensi politik terhadap lembaga hukum. Internalitas
nilai dan prinsip etika tersebut sejalan dengan amanat konstitusi dan
Pancasila yang menempatkan keadilan sosial serta penghormatan
terhadap kemanusiaan sebagai tujuan utama bernegara.

Oleh karena itu, penguatan etika hukum bukan hanya menjadi
wacana normatif, melainkan prasyarat mutlak bagi terciptanya sistem
hukum yang bersih, adil, dan berwibawa. Dengan menjadikan etika
sebagai landasan, hukum di Indonesia diharapkan mampu tampil
sebagai instrumen keadilan yang tidak sekadar menegakkan aturan,
tetapi juga menjaga harkat dan martabat manusia.
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Ontologi: Hakikat Eksistensial Kode Etik Profesi Hukum
Dalam kerangka ontologis, pembahasan mengenai hakikat
eksistensial kode etik profesi hukum menuntut pemahaman
mendalam tentang hubungan antara eksistensi profesi hukum dan
nilai-nilai moral yang melekat di dalamnya. Etika dan norma sama-
sama berada dalam ranah normatif karena keduanya mengatur
tindakan manusia berdasarkan apa yang seharusnya dilakukan.
Namun, secara ontologis, keduanya berbeda dalam hal sumber dan
orientasi. Etika bersifat subjektif karena berakar pada nilai-nilai
budaya agama, dan filsafat yang membentuk pandangan moral
manusia, sedangkan hukum bersifat objektif karena bersumber dari
otoritas negara yang mengatur perilaku secara formal dan
institusional. Meskipun demikian, keduanya saling melengkapi dalam
membangun tata kehidupan sosial yang bermartabat. Etika berfungsi
meningkatkan kualitas karakter individu, sementara hukum menjaga
ketertiban, melindung hak, dan mewujudkan keadilan sebagai
realisasi nilai etis dalam konteks publik.

Dalam konteks filsafat, ontologi berupaya menjawab pertanyaan
tentang hakikat keberadaan, apa yang sungguh-sungguh ada dan
bagaimana sifat dasar realitas tersebut. Oleh karena itu, memahami
eksistensi kode etik profesi hukum berarti menelaah hakikat profesi
hukum sebagai entitas moral dan sosial. Banyak aspek krusial dalam
tatanan masyarakat sangat bergantung pada kinerja optimal profesi-
profesi, termasuk profesi hukum. Dalam masyarakat modern,
keterkaitan hasil fungsi profesi sangat erat. Parsons menyatakan
bahwa profesi menempati posisi yang sangat strategis dalam sistem
sosial okupasi (Rasjidi et al.,, 2012). Profesi hukum bukan sekedar
pekerjaan teknis yang dijalankan untuk memperoleh nafkah,
melainkan panggilan hidup yang berakar pada semangat pengabdian
terhadap kemanusiaan dan kepentingan umum. Profesi hukum
membentuk sebuah moral community, yaitu masyarakat moral yang
memiliki cita-cita bersama, nilai kolektif, dan komitmen terhadap
kebaikan sosial. Dalam menjalankan tugasnya seorang profesional
hukum dituntut untuk memiliki sikap: a. Manusiawi, yakni tidak
sekadar mematuhi hukum secara formal, tetapi mengutamakan
kebenaran yang sesuai dengan hati nurani, b. Keadilan, yaitu berupaya
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publik. Wendel (2014) menjelaskan bahwa kode etik mempertegas
kewajiban profesional hukum untuk bertindak demi kebaikan
masyarakat, bukan semata-mata kepentingan pribadi atau klien.
Melalui penegasan standar moral seperti kejujuran, transparansi, dan
tanggung jawab, kode etik memperkuat legitimasi sosial profesi
hukum sebagai penjaga keadilan. (Hildebrandt, 2011) menyatakan
bahwa kode etik juga berfungsi untuk memastikan bahwa praktik
hukum tetap berakar pada prinsip kemanusiaan meskipun
berhadapan dengan berbagai tekanan eksternal.

Dalam perspektif praktis, nilai-nilai aksiologis ini diwujudkan
melalui panduan normatif yang mengarahkan penegak hukum untuk
mengelola relasi antara kepentingan individu, hukum, dan masyarakat
secara proporsional. (Woolley, 2010) menyatakan bahwa seorang
advokat memiliki kewajiban mendahulukan kepentingan klien dalam
kerangka hukum, namun juga terikat oleh tanggung jawab moral
untuk memastikan bahwa kepentingan tersebut tidak bertentangan
dengan nilai keadilan dan kesejahteraan publik. Advokat bukan hanya
bertindak sebagai perwakilan hukum, namun juga sebagai agen moral
yang menjembatani antara hukum positif dan etika sosial.

Selain fungsi moral internal, kode etik juga memiliki tujuan sosial
yang lebih luas, yaitu memperkuat kepercayaan publik terhadap
sistem hukum. Integritas publik tidak hanya mencakup reputasi
individu profesional hukum, tetapi juga legitimasi institusi hukum
secara keseluruhan. (Dietrich et al, 2021) menjelaskan bahwa
masyarakat akan mempunyai kepercayaan kepada lembaga hukum
ketika melihat konsistensi antara prinsip moral yang diklaim dan
perilaku yang ditunjukkan oleh para profesional hukum. Oleh karena
itu, penerapan nilai-nilai aksiologis dalam kode etik menjadi
mekanisme utama untuk membangun akuntabilitas moral yang dapat
diuji secara sosial.

Dari perspektif aksiologi, kode etik profesi hukum bukan hanya
alat regulatif, melainkan juga sarana pembentukan moralitas kolektif
dalam sistem hukum. Dalam hal ini, pendidikan etika yang
berkelanjutan serta dialog antar profesi menjadi penting untuk
menjaga relevansi nilai-nilai moral dalam menghadapi perubahan
sosial dan teknologi. Menurut (Sidharta, 2015), pengemban hukum
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seperti hakim dan advokat perlu dibekali dengan pemahaman filsafat
hukum yang baik, sehingga dengan bekal tersebut dapat melakukan
“moral reading” terhadap undang-undang, yaitu menyeleksi aturan
yang relevan dan menafsirkan kaidah hukum secara moral
Pendekatan ini memungkinkan penerapan hukum yang bertujuan dan
berfungsi sesuai orientasi kemasyarakatan, sehingga putusan hukum
menjadi adil dan relevan dengan konteks sosial. Nilai-nilai moral perlu
dipelihara secara dinamis agar tetap hidup dalam praktik hukum.
Tujuan moral kode etik tidak berhenti pada pengawasan perilaku,
tetapi berkembang menjadi komitmen kolektif untuk menjadikan
profesi hukum sebagai penjaga moral publik dan instrumen keadilan
sosial.

Secara keseluruhan, dimensi aksiologis kode etik profesi hukum
memperlihatkan keterpaduan antara nilai, norma, dan tujuan moral
dalam membentuk keutuhan profesi hukum. Martabat manusia,
keadilan, otonomi, dan integritas tidak hanya menjadi prinsip
normatif, tetapi juga orientasi moral yang menuntun perilaku
profesional dalam melayani masyarakat. Dengan menempatkan nilai-
nilai tersebut sebagai dasar tindakan, profesi hukum tidak hanya
menjaga kredibilitasnya, tetapi juga memperkuat fungsinya sebagai
penjaga keadilan dan kemanusiaan dalam kehidupan sosial yang
semakin modern. Seperti yang dikatakan oleh Mochtar
Kusumaatmadja dalam (Sidharta, 2015), “pendidikan keterampilan
teknis tanpa disertai pendidikan tanggung jawab profesional dan etika
adalah berbahaya.”
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Urgensi Tatanan Etik dalam Kehidupan

Manusia mempunyai kecenderungan untuk hidup berkelompok dan
bersama-sama dalam suatu komunitas. Menata kehidupan bersama
merupakan kebutuhan bagi manusia agar supaya hubungan yang
terjadi antara sesama manusia dapat berlangsung tertib, dan jika
terjadi penyimpangan dapat di-recovery atau dipulihkan kembali.
Dalam berbagai komunitas mereka mempunyai bermacam-macam
cara untuk memulihkan kondisi yang timbul dari suatu pelanggaran
tatanan sosialnya.

Dalam masyarakat yang masih primitif atau tribal, mempunyai
cara yang cukup unik dan melanggengkan tradisi nenek moyangnya
agar suasana kehidupan yang mengalami gangguan dapat dipulihkan
kembali. Misalnya bagi masyarakat tertentu di Papua, apabila
mengalami suatu persoalan sosial dan sudah berdamai mereka
melakukan pesta ‘bakar batu’ yakni dengan bersama-sama menikmati
sejumlah makanan yang disiapkan. Acara pesta ‘bakar batu’ dilakukan
dengan meletakkan batu panas yang sudah dibakar di atas daging babi
yang dilapisi dedaunan. Pada masyarakat yang sudah maju berbagai
tatanan yang membawa pemulihan jika timbul perselisihan digunakan
untuk merekatkan kembali hubungan sosial, seperti di masyarakat
Sulawesi Tenggara dikenal dengan ‘kalosara’ yang melibatkan pihak-
pihak yang berselisih untuk duduk bersama yang difasilitasi oleh
tokoh adat atau tokoh masyarakat. Pada masyarakat Bugis Makassar
di daerah Sulawesi Selatan sering menyelenggarakan kegiatan ‘tudang
sipulung’atau ‘abbulo sibatang’ dalam rangka meredam dan mencegah
perselisihan yang mungkin timbul dalam kehidupan sosial mereka.

Hal itu menunjukkan bahwa betapa pentingnya tatanan
kehidupan sosial dapat berlangsung terus tanpa suatu gejolak atau
perselisihan yang dapat mengganggu aktivitas sehari-hari. Pada
masyarakat yang lebih maju peradaban dan kaidah-kaidah yang
dijadikan tatanan sering dalam bentuk tertulis, maka hukum tertulis
menjadi ciri khas oleh karena komunitasnya lebih mudah memahami
informasi yang disampaikan melalui tulisan. Selain itu jaminan
kemudahan dan kepastian untuk dilaksanakan apabila tatanan yang
menjadi pedoman kehidupan dibuat tertulis. Meskipun tatanan
tertulis itu dibuat tertulis bukan berarti bahwa seluruh anggota
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Pada lingkungan organisasi profesi di bidang hukum sejak dahulu
telah diatur perilaku anggota organisasi profesi dalam bentuk kode
etik. Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) yang awalnya
digadang-gadang menjadi ‘single bar’ wadah advokat di Indonesia
sejak dahulu mempunyai Kode Etik dan Majelis Kehormatan Advokat.
Yang cukup berkembang adalah lingkungan institusi Kepolisian
Republik Indonesia (POLRI) dan Tentara Nasional Indonesia (TNI). Di
lingkungan TNI dan POLRI selangkah lebih maju sebab diadakan
pemisahan antara kode etik dan kode perilaku, etika profesi dan
disiplin organisasi. Untuk lingkungan Ikatan Notaris Indonesia (INI)
sejak dahulu dibentuk Majelis Kehormatan Notaris (MKN) yang
diharapkan menjadi acuan para notaris dalam menyelenggarakan
profesi notaris dan menjaga etika profesinya untuk memberikan
layanan kepada masyarakat.

Akan tetapi sebagian besar kode etik dimaksud, secara umum
masih bersifat pro-forma, artinya terkesan hanya sebagai pelengkap
dari sebuah kode etik, namun tidak pernah secara riil melaksanakan
fungsinya. Hal itu diakibatkan karena lembaga yang diberikan amanah
menegakkan kode etik tersebut belum mempunyai independensi.
Setiap lembaga yang dibentuk untuk tujuan penegakan etika
seharusnya mempunyai kebebasan dan tidak ada intervensi pihak
lain. Dan jika tidak terdapat independensi orang-orang yang ditugasi
menegakkan kode etik akan menimbulkan kurang maksimalnya
perannya untuk memberikan kepastian hukum dan keadilan bagi
pihak yang ditengarai melanggar kode etik maupun pihak yang
dirugikan dari pelanggaran kode etik.

Seharusnya penegakan kode etik diselenggarakan dengan
prinsip-prinsip yang bebas, transaparansi, non-intervensi pihak lain,
dan mengedepankan keadilan dan kejujuran yang berimplikasi
kepada semakin kuatnya kepercayaan anggota organisasi profesi dan
masyarakat terhadap organisasi profesi yang bersangkutan. Namun
dalam kenyataan masih sering muncul keputusan dewan etik atau
dewan kehormatan atau mahkamah kehormatan yang diberikan
tugas menegakkan kode etik tidak mencerminkan prinsip-prinsip
tersebut. Masih segar diingatan kita suatu lembaga yang dibentuk
untuk menegakkan etika dalam proses pemilu yang diberi nama
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Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Tujuan
dibentuknya DKPP antara lain adalah agar sistem penyelenggaraan
pemilu di Indonesia didukung dengan sistem hukum dan sistem etik
yang fungsional. Sistem hukum dan sistem etika merupakan
perpaduan yang dapat mendukung terciptanya penyelenggaraan
pemilu yang jujur, adil, dan transparan yang dilakukan dengan
mengedepankan prinsip langsung, umum, bebas, dan rahasia
(LUBER).

Mencermati peran institusi penegakan kode etik yang kurang
maksimal bahkan tidak berfungsi, maka perlu dipikirkan
pembentukan pengadilan etik secara nasional. Untuk membangun
nilai-nilai demokrasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara
mutlak diperlukan ‘the rule of law and the rule of ethics’. Masing-
masing berjalan sesuai dengan koridor yang berbeda, yakni rule of law
berjalan sesuai dengan ‘code of law’ dan rule of ethics dijalankan
berdasarkan ‘code of ethics’, dengan menggunakan pengadilan etik
yang bersifat independen untuk menegakkan setiap pelanggaran etik.
Sehingga akan jelas bahwa untuk persoalan hukum yang terjadi akan
diselesaikan oleh peradilan hukum (Court of Law) sedangkan untuk
pelanggaran etika akan diselesaikan oleh peradilan etika (Court of
Ethics) (Jimly Asshiddiqgie, 2015:266).

Gagasan Jimly Asshiddiqie tersebut seharusnya didukung oleh
karena bersesuaian dengan amanat TAP MPR Nomor: VI/MPR/2001
tentang Etika Kehidupan Berbangsa. Oleh sebab itu, meskipun
Ketetapan MPR tersebut telah diterbitkan, namun belum
ditindaklanjuti dengan petunjuk pelaksanaan yang lebih teknis untuk
mewujudkan penegakan etika, maka sulit untuk merealisasikan
amanat Ketetapan MPR tersebut. Pengadilan etika menurut Jimly
Asshiddiqie telah dipraktikkan oleh lembaga DKPP, meskipun belum
berbentuk pengadilan. Untuk mewujudkan gagasan tersebut menurut
Penulis tidak sulit, oleh karena pengadilan yang dibutuhkan untuk
terciptanya etika yang menjadi bagian dari kehidupan berbangsa
seharusnya direspons dengan menyesuaikan berbagai undang-
undang yang berkorelasi dengan penegakan etika.

Berdasarkan kelembagaan DKPP, menurut Jimly Asshiddiqie
betul-betul telah mempunyai kedudukan sebagai lembaga peradilan
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etika yang sesuai dengan tradisi yang dikembangkan oleh lembaga
Dewan Kehormatan Komisi Pemilihan Umum (DK-KPU) yang pertama
pada tahun 2009. Meskipun nama yang digunakan DKPP dan bukan
pengadilan etik, namun secara kelembagaan, kedudukan, tugas, dan
kewenangan DKPP merupakan penyelenggara pengadilan etik. Oleh
sebab itu Jimly Asshiddigie menganggap keberadaan DKPP sebagai
lembaga pengadilan etik pertama di Indonesia modern. Selain itu
keberadaan DKPP bukan hanya sebagai pengadilan etik pertama di
Indonesia akan tetapi juga di dunia oleh karena belum ada negara di
dunia yang memiliki lembaga yang sama dengan DKPP (Jimly
Asshiddiqie, 2015:268).
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Pengertian dan Fungsi Kode Etik
Kode etik merupakan seperangkat norma, nilai, dan prinsip moral
yang disepakati oleh suatu profesi untuk mengatur perilaku
anggotanya dalam menjalankan tugas profesional. Dalam konteks
modern, kode etik tidak hanya menjadi aturan formal, tetapi juga
refleksi nilai moral yang diinternalisasi dalam praktik profesional.
Trinova dan Akbar (2023) menjelaskan bahwa kode etik profesi
mencakup prinsip integritas, objektivitas, kompetensi profesional,
kerahasiaan, dan perilaku profesional sebagai pedoman utama bagi
akuntan di Indonesia. Sementara itu, Budiarti dkk. (2025) menilai
bahwa kode etik berfungsi sebagai instrumen reflektif yang
menghubungkan nilai-nilai moral universal dengan tindakan
profesional spesifik, menjamin perilaku etis dalam pekerjaan. Dalam
konteks sosial, Prastyo (2024) menyebut kode etik sebagai “kontrak
moral” antara profesi dan masyarakat, di mana profesional wajib
menjaga kepercayaan publik. Dengan demikian, kode etik berperan
penting dalam membedakan praktik profesional dari aktivitas umum
serta memperkuat tanggung jawab sosial dan karakter moral profesi.
Landasan filosofis kode etik di Indonesia berakar pada nilai-nilai
Pancasila, moralitas bangsa, dan budaya lokal yang menekankan
keadilan, tanggung jawab, dan penghormatan terhadap martabat
manusia. Hambali dkk. (2021) menegaskan bahwa kode etik disusun
berdasarkan nilai moral dan budaya bangsa untuk menjaga
kepercayaan publik terhadap profesi. Dalam bidang hukum,
Syahputra dan Yubaidi (2023) menyatakan bahwa kode etik
merupakan bagian integral dari sistem hukum berkeadilan karena
menuntut profesionalisme, transparansi, dan akuntabilitas aparat
hukum. Trinova dan Akbar (2023) menambahkan bahwa landasan
etika profesi juga mencerminkan prinsip good governance, yang
menekankan integritas dan tanggung jawab publik. Oleh karena itu,
kode etik berfungsi sebagai jembatan antara nilai hukum, budaya, dan
moral yang hidup di masyarakat, memastikan bahwa praktik
profesional selalu sejalan dengan etika sosial dan konstitusional.
Fungsi utama kode etik adalah sebagai pedoman perilaku bagi
anggota profesi untuk bertindak secara etis dan profesional. Handika,
Istikhoratun, dan Buchori (2023) menyebut kode etik di bidang
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Keterbukaan putusan dan publikasi sanksi etika merupakan langkah
penting untuk menjaga legitimasi lembaga publik dan mencegah
pelanggaran berulang (artikel dinamika penegakan pemilu).

Sektor keamanan dan penegak hukum memiliki karakteristik etik
tersendiri karena wewenang besar terhadap hak asasi manusia.
Penelitian internasional menegaskan pentingnya pendidikan etika
profesional, komisi etik internal, serta mekanisme akuntabilitas
eksternal (IJOMS, 2023; penelitian KKEP, 2025). Di Indonesia,
pelaksanaan kode etik di Polri diatur melalui peraturan internal dan
mekanisme pengawasan seperti Komisi Kode Etik Profesi (KKEP).
Meski begitu, hambatan budaya organisasi, tekanan internal, dan
resistensi terhadap akuntabilitas eksternal masih melemahkan
implementasinya (artikel enforcement POLRI, 2023). Reformasi
kelembagaan, pembukaan saluran aduan publik yang independen, dan
pengawasan transparan menjadi kunci efektivitas penegakan kode
etik di sektor keamanan.

Penegakan kode etik yang efektif menuntut sistem sanksi yang
tegas dan transparan, mulai dari teguran hingga pencabutan lisensi
(Gilalo, 2024). Namun, tanpa mekanisme pelaporan yang aman dan
perlindungan whistleblower, penegakan cenderung simbolis (Lubis et
al, 2025). Solusi yang direkomendasikan antara lain memperkuat
independensi lembaga etik, menambah indikator etika dalam
penilaian kinerja, meningkatkan transparansi keputusan, serta
mengembangkan pendidikan etika berkelanjutan (Trinova & Akbar,
2023; Prastyo, 2024). Dengan kombinasi kebijakan, kelembagaan, dan
budaya etika yang kuat, kode etik dapat menjadi instrumen nyata
dalam menjaga profesionalisme dan memulihkan kepercayaan publik
terhadap profesi dan lembaga negara.

Rangkuman

Kode etik merupakan seperangkat norma moral, nilai, dan prinsip
profesional yang mengatur perilaku anggota profesi agar bertindak
etis, bertanggung jawab, dan berintegritas. Ia berfungsi sebagai
pedoman perilaku, sarana kontrol sosial, serta alat pembinaan
profesionalisme yang menumbuhkan kepercayaan publik terhadap
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profesi (Trinova & Akbar, 2023; Prastyo, 2024). Dalam konteks
Indonesia, kode etik berakar pada nilai-nilai Pancasila dan budaya
bangsa yang menjunjung keadilan, tanggung jawab, serta martabat
manusia (Hambali etal., 2021; Syahputra & Yubaidi, 2023). Karena itu,
kode etik bukan hanya aturan internal profesi, tetapi juga instrumen
moral yang memperkuat integritas sosial dan akuntabilitas publik.

Sumber kode etik terbagi dua, yaitu internal dan eksternal.
Sumber internal meliputi peraturan organisasi, nilai profesi, serta
kesepakatan kolektif anggota (Sinaga, 2023; Suryati et al., 2024).
Sementara sumber eksternal meliputi nilai sosial, agama, hukum
positif, dan budaya nasional yang memberi legitimasi moral dan
yuridis (Iman, 2024; Nurwandri et al., 2024).

Secara hukum, keberadaan kode etik dijamin oleh sistem hukum
nasional, baik konstitusional melalui UUD 1945 maupun sektoral
melalui UU No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan UU No. 5 Tahun
2014 tentang ASN (Ridwan et al., 2024; Lubis et al,, 2025). Kode etik
menjadi jembatan antara norma hukum dan moral profesional
(Yuniarti et al, 2025), menjaga integritas, profesionalisme, dan
keadilan dalam setiap bidang profesi.
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Pendahuluan

Negara Indonesia menganut prinsip rule of law sebagaimana
ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945, yang menyatakan
bahwa: “Negara Indonesia adalah negara hukum.” Prinsip ini
menegaskan bahwa segala tindakan penyelenggara negara, termasuk
aparat penegak hukum, harus didasarkan pada hukum, bukan
kekuasaan semata.

Dalam praktik, hukum positif saja tidak cukup untuk menjamin
tegaknya keadilan. Para pengemban profesi hukum yakni hakim,
jaksa, advokat, polisi, dan notaris memegang peranan yang sangat
vital, sehingga perilaku mereka tidak hanya diukur berdasarkan
hukum positif, tetapi juga oleh standar etik dan moral. Untuk itu,
masing-masing profesi memiliki kode etik profesi.

Kode etik merupakan pedoman perilaku yang mengikat secara
moral maupun aturan hukum secara internal, dengan tujuan menjaga
kehormatan, martabat, dan profesionalitas profesi. Kode etik
berfungsi sebagai pagar moral sekaligus standar perilaku. la menjadi
pedoman tentang apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh
seorang hakim, jaksa, advokat, polisi, maupun notaris. Kehadiran kode
etik penting karena kelima profesi ini memegang peranan besar dalam
menentukan wajah hukum di Indonesia. Tanpa kode etik, profesi-
profesi tersebut rawan terjebak dalam praktik penyalahgunaan
kewenangan, mafia hukum, hingga menjadi alat kekuasaan.

Kode Etik Hakim
Kekuasaan kehakiman merupakan salah satu cabang kekuasaan
negara yang merdeka sebagaimana diatur dalam Pasal 24 ayat (1)
UUD NRI 1945: “Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang
merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum
dan keadilan.” Lebih lanjut, Pasal 5 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009
tentang Kekuasaan Kehakiman mewajibkan hakim untuk menggali,
mengikuti, dan memahami nilai hukum serta rasa keadilan yang hidup
dalam masyarakat.

Hakim sering disebut sebagai “wakil Tuhan di bumi” karena
melalui putusannya, nasib seseorang dapat ditentukan, apakah
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Larangan lain yang sangat menonjol adalah segala bentuk
promosi diri. Notaris dilarang menggunakan media massa,
sponsor, iklan, atau bahkan ucapan selamat dan dukacita yang
mencantumkan jabatannya sebagai sarana mencari popularitas.
Hal ini untuk memastikan bahwa profesi notaris tetap bersifat
terhormat, bukan sekadar komoditas yang dipasarkan.

Selain itu, kode etik juga melarang praktik tidak etis seperti
merebut klien notaris lain dengan cara-cara yang manipulatif,
memberikan honorarium di bawah standar untuk menarik
pengguna jasa, atau mempekerjakan karyawan yang tidak
berkompeten dalam pembuatan akta. Notaris juga tidak boleh
menandatangani akta tanpa kehadiran pihak terkait, mengirim
minuta akta untuk ditandatangani di luar kantor, atau memberikan
komentar yang merugikan rekan sejawat. Dengan larangan ini,
terlihat jelas bahwa kode etik berfungsi untuk menjaga notaris dari
komersialisasi berlebihan, sekaligus melindungi masyarakat dari
praktik kenotariatan yang merugikan.

3. Pengecualian dalam Kode Etik Notaris

Meski penuh dengan aturan ketat, kode etik tetap memberi ruang
bagi notaris untuk menjalankan fungsi sosial secara wajar.
Misalnya, mereka diperbolehkan memberikan ucapan selamat atau
dukacita, selama hanya mencantumkan nama pribadi tanpa
menyebut jabatan. Mereka juga diperkenankan memasang tanda
penunjuk jalan menuju kantor dengan ukuran tertentu, atau
mencantumkan alamat di buku panduan resmi seperti yang
diterbitkan PT Telkom.

Ketentuan ini menunjukkan adanya keseimbangan: notaris
tetap diizinkan berpartisipasi dalam kehidupan sosial masyarakat,
tetapi tetap menjaga garis batas agar tidak berubah menjadi sarana
promosi profesi.

Kode Etik Notaris pada akhirnya adalah refleksi dari upaya
menempatkan jabatan notaris sebagai profesi hukum yang mulia
(officium nobile). Setiap ketentuan yang ada, baik berupa kewajiban,
larangan, pengecualian, maupun sanksi, bertujuan menjaga agar
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notaris tidak tergelincir dalam praktik yang merugikan masyarakat
atau menurunkan wibawa lembaga kenotariatan.

Namun, tantangan terbesar tidak hanya terletak pada keberadaan
kode etik itu sendiri, melainkan pada penegakan dan konsistensinya.
Tidak jarang kasus pelanggaran kode etik yang berkaitan dengan
persaingan tidak sehat atau komersialisasi profesi mencuat ke publik.
Hal ini menunjukkan bahwa keberhasilan kode etik sangat ditentukan
oleh komitmen Kkolektif para notaris untuk benar-benar
menjadikannya sebagai pedoman hidup profesi, bukan sekadar aturan
tertulis.

Penutup

Kode etik bagi hakim, jaksa, advokat, polisi, dan notaris bukan sekadar
aturan tambahan, melainkan fondasi moral bagi tegaknya hukum.
Tanpa integritas etik, hukum berpotensi menjadi instrumen
kekuasaan, bukan sarana keadilan. Oleh karena itu, penguatan
penegakan kode etik melalui pengawasan independen, sanksi tegas,
serta partisipasi masyarakat merupakan kebutuhan mendesak.

Jika ditelaah, kelima profesi hukum tersebut memiliki persamaan:
sama-sama menekankan integritas, kejujuran, profesionalitas, dan
akuntabilitas publik. Perbedaannya terletak pada fokus masing-
masing: hakim menekankan independensi, jaksa menuntut
objektivitas, advokat menjaga kerahasiaan klien, polisi
mengendalikan kewenangan koersif, dan notaris menjaga keabsahan
dokumen hukum.

Meski secara normatif semua kode etik telah diatur dengan rapi,
tantangan terbesar justru terletak pada implementasi. Banyak
pelanggaran kode etik hanya dijatuhi sanksi administratif ringan,
sehingga tidak menimbulkan efek jera. Selain itu, intervensi politik
dan ekonomi kerap memengaruhi independensi aparat hukum.
Lemahnya pengawasan eksternal dan rendahnya kesadaran budaya
hukum juga menjadi hambatan.

Pada akhirnya, hukum yang adil hanya bisa lahir dari aparat yang
berintegritas. Dan integritas itu bukan semata lahir dari teks undang-
undang, melainkan dari kesadaran etik yang melekat pada setiap
pelaku profesi hukum.
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Pengertian Etika dan Etika Profesi

Etika berasal dari bahasa Yunani "ethos" yang berarti kebiasaan atau
karakter. Secara umum, etika merujuk pada seperangkat nilai dan
norma yang mengatur perilaku manusia mengenai apa yang dianggap
baik dan buruk. Etika adalah kajian tentang prinsip moral yang
menjadi pedoman dalam pengambilan keputusan dan tindakan
seseorang dalam kehidupan sehari-hari. Dalam ranah profesi, etika
berperan sebagai sistem nilai khusus yang mengatur sikap dan
perilaku profesional agar sesuai dengan standar moral yang
disepakati Bersama (Fathony et al.,, 2023).

Etika profesi adalah cabang khusus dari etika yang mengatur
norma dan nilai dalam suatu bidang pekerjaan tertentu, termasuk
profesi hukum. Etika profesi hukum mencakup prinsip-prinsip moral
yang harus dipatuhi oleh para praktisi hukum agar dapat menjalankan
peranannya secara adil dan bertanggung jawab. Etika ini berfungsi
untuk menjaga integritas, kredibilitas, dan kepercayaan publik
terhadap profesi hukum. Seperti yang dijelaskan oleh Y.Sonafist
(2023), etika profesi hukum adalah pedoman moral yang menuntut
profesional hukum memiliki sikap jujur, adil, bertanggung jawab, dan
independen dalam melaksanakan tugasnya (Y.Sonafist, 2023).

Dalam konteks profesi hukum di Indonesia, etika profesi memiliki
peranan strategis dalam mendukung penegakan hukum yang bersih
dan berkeadilan. Praktisi hukum, seperti hakim, advokat, jaksa, dan
notaris, tidak hanya bertanggung jawab terhadap klien, tetapi juga
kepada masyarakat luas untuk menjaga keadilan dan transparansi
sistem peradilan. Penegakan etika ini menjadi bagian dari upaya
mempertahankan martabat profesi hukum sekaligus menumbuhkan
kepercayaan masyarakat terhadap institusi hukum (Dian Eka Kusuma
Wardani ,Erwin Natsir, 2024).

Selain itu, etika profesi hukum juga mengatur hubungan antara
praktisi dengan kolega, klien, dan lembaga lain untuk memastikan
komunikasi dan tindakan yang profesional. Dengan menjunjung tinggi
prinsip etika, para praktisi hukum dapat menghindari konflik
kepentingan, penyalahgunaan wewenang, dan pelanggaran moral
yang dapat merusak sistem hukum nasional. Oleh karena itu,
pengembangan pemahaman dan penerapan etika profesi di
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seperti dampak pelanggaran, tingkat keseriusan, serta latar
belakang pelaku, agar penegakan etik tetap proporsional dan
akuntabel.

Penerapan sanksi terhadap hakim dan jaksa biasanya melalui
lembaga pengawasan etik internal lembaga peradilan terkait, atau
melalui mekanisme pengadilan khusus seperti Majelis Kehormatan
Hakim, sesuai dengan peraturan yang berlaku. Prosedur yang jelas,
hak pembelaan, dan dokumentasi yang transparan menjadi elemen
kunci untuk memastikan due process dan keadilan prosedural .
Implementasi sanksi ini juga diharapkan memulihkan kepercayaan
publik terhadap integritas lembaga peradilan dan memperkuat
norma-norma etika profesi dalam praktik hukum.

3. Sanksi terhadap Notaris

Notaris memegang kewenangan sebagai pejabat umum yang
berperan penting dalam menjaga kepastian dan keabsahan
dokumen hukum di Indonesia. Karena peran strategis tersebut,
pelanggaran yang dilakukan notaris tidak hanya berdampak pada
pengguna jasa, tapi juga pada kepercayaan publik terhadap sistem
hukum nasional. Sanksi terhadap notaris diatur dalam Undang-
Undang Jabatan Notaris dan kode etik notaris, mencakup teguran
lisan, teguran tertulis, pemberhentian sementara, serta
pemberhentian dengan hormat atau tidak hormat sesuai derajat
pelanggaran yang telah dilakukan (Sihite, 2023).

Mekanisme penjatuhan sanksi kepada notaris berjenjang
mulai dari Majelis Pengawas Daerah (MPD), Wilayah (MPW),
sampai Majelis Pengawas Pusat (MPP), serta Menteri Hukum dan
HAM apabila pelanggaran sudah pada tahap pemberhentian
dengan hormat maupun tidak hormat (Nabila & Latumeten, 2023).
Setiap tingkatan memiliki kewenangan dalam menjatuhkan
bentuk-bentuk sanksi yang sesuai dan proporsional, serta
memastikan setiap proses dilakukan secara transparan dan
berkeadilan. Di dalam prosesnya, notaris yang dikenai sanksi
administratif memiliki hak untuk menyampaikan keberatan atau
melakukan upaya hukum tertentu sesuai peraturan yang berlaku.
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Implementasi sanksi yang dijatuhkan tidak hanya mengacu
pada bentuk pelanggaran administratif, tetapi juga memperhatikan
apakah pelanggaran tersebut memiliki konsekuensi hukum lain
seperti pidana atau perdata. Sanksi administratif yang diberikan
oleh Majelis Pengawas Notaris biasanya tidak berimplikasi pada
sanksi pidana, kecuali terbukti dalam proses hukum terpisah.
Seluruh proses harus merujuk pada prinsip kehati-hatian,
perlindungan hak pengguna jasa, dan penegakan hukum
berkelanjutan. Dalam praktiknya, penerapan sanksi yang efektif
menjadi esensial untuk menjaga profesionalisme, reputasi, dan
integritas lembaga notariat di Indonesia.
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Pengantar Tanggungjawab Moral dalam Profesi Hukum
Profesi hukum merupakan profesi yang memiliki kedudukan strategis
dalam menjaga tegaknya keadilan, kebenaran, serta kepastian hukum
dalam masyarakat. Oleh karena itu, setiap pelaku profesi hukum baik
hakim, jaksa, advokat, notaris, maupun pejabat hukum lainnya
memiliki tanggung jawab yang tidak hanya bersifat yuridis, tetapi juga
moral. Tanggung jawab moral ini menjadi fondasi utama yang
membedakan profesi hukum dari sekadar pekerjaan administratif
yang berorientasi pada kepatuhan terhadap aturan formal (Rahardjo,
2000).

Moralitas dalam profesi hukum berakar pada kesadaran batin
untuk menegakkan keadilan dan kebenaran dengan cara-cara yang
beretika. Kesadaran moral ini tidak selalu sejalan dengan norma
hukum positif, karena hukum positif kadang kali bersifat formalistik
dan terbatas pada teks undang-undang. Di sinilah tanggung jawab
moral berperan sebagai pengimbang agar pelaksanaan hukum tidak
kehilangan ruh keadilan substantif (Asshiddiqgie, 2015).

Tanggung jawab moral dapat dipahami sebagai kewajiban etis
yang melekat pada setiap individu untuk bertindak sesuai dengan hati
nurani yang baik dan nilai-nilai universal kemanusiaan. Dalam
konteks profesi hukum, hal ini berarti setiap tindakan profesional
harus mempertimbangkan akibat moral dari keputusan yang diambil
(Tanya, 2012). Seorang hakim yang memutus perkara, misalnya, tidak
hanya harus berpedoman pada norma hukum tertulis, tetapi juga
mempertimbangkan rasa keadilan masyarakat yang hidup dalam
konteks sosial tertentu.

Selanjutnya, tanggung jawab moral dalam profesi hukum
memiliki dimensi individual dan sosial. Dimensi individual berkaitan
dengan integritas pribadi, kejujuran, dan komitmen terhadap prinsip
etika profesi. Sementara dimensi sosial mencakup tanggung jawab
terhadap kepercayaan publik dan citra lembaga hukum itu sendiri
(Hadjon, 2007). Profesional hukum yang mengabaikan tanggung
jawab moral akan merusak legitimasi hukum di mata masyarakat dan
mengikis kepercayaan terhadap lembaga penegak hukum.

Dalam konteks Indonesia, pentingnya tanggung jawab moral bagi
profesi hukum semakin ditekankan mengingat secara de facto masih
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menjalankan fungsinya sebagai penjaga moralitas publik sekaligus
pelindung hak asasi manusia.

Sinergi antara etika, moral, dan hukum positif merupakan cita-
cita ideal dari profesi hukum. Etika memberikan batas perilaku
profesional, moral memberi arah nurani, dan hukum positif
memberikan legitimasi formal (Rahardjo, 2011). Ketiganya harus
bekerja selaras agar pelaksanaan hukum tidak hanya sah secara legal,
tetapi juga adil secara moral.

Apabila salah satu aspek diabaikan, maka hukum akan kehilangan
keutuhannya: hukum tanpa moral menjadi kejam; moral tanpa hukum
menjadi utopis; dan etika tanpa keduanya menjadi formalitas kosong
(Finnis, 1980). Oleh karena itu, profesional hukum dituntut untuk
senantiasa mengharmonisasikan ketiga dimensi tersebut dalam setiap
aspek kehidupannya, baik di ruang sidang, lembaga hukum, maupun
kehidupan sosial.

Tanggung Jawab Moral terhadap Klien, Pengadilan, dan
Masyarakat

Tanggung jawab moral dalam profesi hukum mencerminkan dimensi
etik yang melekat pada hubungan antara profesional hukum dengan
pihak-pihak yang terkait dalam pelaksanaan tugasnya, seperti klien,
pengadilan, dan masyarakat (Asshiddigie, 2015). Hubungan-
hubungan ini tidak hanya bersifat hukum formal, tetapi juga
mengandung unsur kepercayaan, integritas, dan keadilan.

Setiap tindakan profesional hukum memiliki konsekuensi moral
karena berkaitan langsung dengan hak, kepentingan, dan keadilan
manusia (Tanya, 2012). Oleh sebab itu, tanggung jawab moral tidak
bisa dilepaskan dari praktik hukum, bahkan ketika tindakan tersebut
telah sesuai dengan aturan positif. Profesi hukum tidak cukup sekadar
“taat hukum”, tetapi juga harus “benar secara moral” (Rahardjo,
2009).

1. Tanggung Jawab Moral terhadap Klien

Hubungan antara profesional hukum, terutama advokat, dengan

kliennya didasarkan pada kepercayaan (fiduciary relationship)

(Hadjon, 2006). Klien menyerahkan informasi pribadi dan
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kepentingan hukumnya dengan keyakinan bahwa advokat akan
menggunakan pengetahuan dan keahliannya untuk melindungi
hak-hak klien secara jujur dan profesional.

Tanggung jawab moral terhadap klien mencakup beberapa

prinsip penting (PERADI, 2008):
a. Kerahasiaan (Confidentiality)

Seorang advokat berkewajiban menjaga seluruh rahasia yang

diperoleh dari kliennya. Melanggar kerahasiaan berarti

mengkhianati kepercayaan klien dan menodai integritas
profesi hukum.
b. Kejujuran dan Transparansi

Advokat wajib memberikan penjelasan yang benar mengenai

posisi hukum, risiko, dan prospek perkara Kklien, tanpa

menyesatkan demi kepentingan pribadi.
c. Loyalitas dan Kepentingan Klien

Advokat harus menempatkan kepentingan hukum klien di atas

kepentingan pribadi atau pihak ketiga, selama tidak

bertentangan dengan nilai keadilan dan moralitas.
d. Keadilan dalam Pembelaan

Meskipun advokat harus membela klien dengan maksimal, ia

tidak boleh menggunakan cara-cara yang tidak jujur, seperti

memanipulasi bukti atau menyuap aparat hukum (PERADI,

2020).

Oleh karena itu, tanggung jawab moral terhadap klien
mengharuskan advokat bersikap profesional sekaligus manusiawi.
[a bukan hanya pembela kepentingan hukum klien, tetapi juga
penjaga nilai-nilai kebenaran dan keadilan.

Tanggung Jawab Moral terhadap Pengadilan

Selain terhadap klien, profesional hukum juga memiliki tanggung
jawab moral terhadap pengadilan sebagai lembaga pemegang
kekuasaan kehakiman (MA RI, 2012). Dalam hubungan ini, etika
dan moral berfungsi menjaga integritas proses peradilan agar
tetap berjalan adil, jujur, dan tidak disalahgunakan untuk
kepentingan pribadi atau politik. Tanggung jawab moral terhadap
pengadilan mencakup:
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a. Kehormatan terhadap Proses Peradilan
Profesional hukum, termasuk advokat dan jaksa, wajib
menunjukkan sikap sopan, jujur, dan menghormati otoritas
hakim selama proses persidangan (KY RI, 2015)

b. Kewajiban Menegakkan Kebenaran
Dalam setiap pernyataan atau pembuktian, profesional hukum
tidak boleh memanipulasi fakta, memberikan kesaksian palsu,
atau menggunakan cara yang menyesatkan (Arief, 2018).

c. Objektivitas dan Independensi Hakim
Hakim harus bebas dari tekanan, suap, atau kepentingan
eksternal. Setiap keputusan hukum harus lahir dari nurani
yang bersih dan pertimbangan yang adil (Arief, 2018).

d. Penolakan terhadap Korupsi Yudisial
Penyuapan, kolusi, dan praktik judicial corruption adalah
pelanggaran berat terhadap moralitas profesi hukum karena
menghancurkan kepercayaan publik terhadap peradilan (TII,
2021).

3. Tanggung Jawab Moral terhadap Masyarakat
Profesi hukum memiliki dimensi sosial yang sangat kuat. Setiap
tindakan hukum yang diambil oleh hakim, jaksa, advokat,
maupun notaris berdampak langsung terhadap kehidupan
masyarakat. Oleh karena itu, mereka memiliki tanggung jawab
moral terhadap kepentingan publik dan penegakan nilai keadilan
sosial (Rahardjo, 2011).
Tanggung jawab moral terhadap masyarakat meliputi:
a. Menegakkan Keadilan Sosial
Profesional hukum  wajib  berperan aktif dalam
memperjuangkan keadilan, terutama bagi kelompok
masyarakat yang lemah dan tidak mampu mengakses keadilan
(access to justice) (Asshiddiqgie, 2015).
b. Edukasi Hukum kepada Publik
Tugas moral profesi hukum juga mencakup upaya
memberikan pemahaman hukum kepada masyarakat agar
tercipta budaya hukum yang sadar dan taat aturan (Soekanto,
2014).
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c. Penolakan terhadap Komersialisasi Profesi

Mengutamakan keuntungan materi di atas keadilan sosial

merupakan bentuk pengkhianatan terhadap moralitas profesi

hukum (Tanya, 2012).

d. Keterlibatan dalam Reformasi Hukum

Profesional hukum memiliki tanggung jawab moral untuk

berkontribusi dalam pembaruan hukum agar sistem hukum

nasional lebih adil, humanis, dan berorientasi pada

kesejahteraan masyarakat (Hadjon, 2006).

Berdasarkan uraian tersebut, tanggung jawab moral terhadap
masyarakat bukan hanya bersifat pasif, tetapi juga aktif dalam
menciptakan tatanan hukum yang berkeadilan dan bermartabat.

Ketiga bentuk tanggung jawab moral terhadap klien,
pengadilan, dan masyarakat tidak boleh dipertentangkan,
melainkan harus dijalankan secara sinergis. Profesional hukum
yang ideal adalah mereka yang mampu menyeimbangkan
kepentingan klien tanpa mengabaikan kewajiban terhadap
pengadilan dan tanggung jawab sosial terhadap masyarakat
(Rahardjo, 2002).

Dalam perspektif moral, setiap keputusan hukum yang diambil
harus mampu menjawab tiga pertanyaan mendasar:

a. Apakah keputusan ini adil bagi klien?
b. Apakah keputusan ini menghormati integritas lembaga
peradilan?
c. Apakah keputusan ini bermanfaat bagi masyarakat luas?
Jika ketiganya terpenuhi, maka tindakan hukum tersebut dapat
dikatakan memiliki legitimasi moral sekaligus hukum.

Penutup
Tanggung jawab moral merupakan inti dari profesi hukum yang
membedakannya dari sekadar pekerjaan teknis. Moralitas menjadi
fondasi yang menuntun setiap pelaku hukum hakim, jaksa, advokat,
maupun notaris untuk bertindak tidak hanya sesuai hukum positif,
tetapi juga sesuai hati nurani dan nilai keadilan.

Etika profesi menjadi alat pengendali perilaku profesional,
sementara moral berperan sebagai kesadaran batin yang memastikan
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hukum dijalankan dengan kejujuran dan integritas. Hubungan antara
klien, pengadilan, dan masyarakat mencerminkan tiga poros tanggung
jawab moral yang harus dijaga keseimbangannya.

Pada akhirnya, penegakan hukum yang berkeadilan tidak
mungkin tercapai tanpa dasar moral yang kuat. Hukum yang hidup
bukan hanya tertulis dalam undang-undang, melainkan berakar pada
nilai kemanusiaan. Oleh sebab itu, setiap pelaku profesi hukum
hendaknya menjadikan moralitas sebagai kompas utama dalam
menjalankan tugasnya demi terwujudnya keadilan yang sejati.
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Pendahuluan

Profesi hukum tidak hanya berfungsi sebagai pekerjaan untuk
mencari nafkah, tetapi juga mengandung tanggung jawab sosial yang
besar. Profesi hukum, baik itu advokat, hakim, jaksa, maupun notaris,
memiliki posisi strategis dalam menegakkan keadilan, melindungi hak
asasi manusia, serta menjaga kepastian hukum dalam masyarakat.
Dengan demikian, tanggung jawab sosial profesi hukum tidak bisa
dilepaskan dari dimensi etika, moral, dan hukum yang mengikatnya.

Profesi hukum merupakan salah satu profesi yang memiliki
kedudukan strategis dalam kehidupan masyarakat, karena terkait
langsung dengan penegakan hukum, perlindungan hak asasi manusia,
dan pencapaian keadilan. Oleh sebab itu, profesi hukum tidak dapat
dipandang semata-mata sebagai sarana mencari nafkah, melainkan
juga sebagai profesi luhur (officium nobile) yang sarat dengan
tanggung jawab moral, etis, dan sosial (Rahardjo, 2000).

Tanggung jawab sosial ini mencerminkan kontribusi profesi
hukum dalam membangun masyarakat yang adil, tertib, dan beradab.
Dalam konteks Indonesia, nilai tanggung jawab sosial tersebut selaras
dengan amanat konstitusi yang menjadikan negara hukum sebagai
fondasi kehidupan berbangsa dan bernegara (Asshiddiqie, 2011). Di
samping itu, tanggung jawab sosial profesi hukum muncul dari
pemahaman bahwa para praktisi hukum baik advokat, hakim, jaksa,
maupun notaris bekerja bukan hanya untuk kepentingan individu
atau kelompok, tetapi juga untuk kepentingan masyarakat luas. Dalam
konteks ini, profesi hukum harus berperan sebagai pengawal nilai
keadilan, kebenaran, dan kepastian hukum yang merupakan pilar
utama dalam negara hukum (Harahap, 2004).

Di Indonesia, tanggung jawab sosial profesi hukum berakar pada
prinsip konstitusional sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 ayat (3)
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang
menegaskan bahwa “Negara Indonesia adalah negara hukum.”
Ketentuan ini menegaskan bahwa hukum adalah dasar
penyelenggaraan negara, dan profesi hukum menjadi salah satu
instrumen penting dalam memastikan tegaknya prinsip tersebut.

Lebih jauh, tanggung jawab sosial ini juga berkaitan erat dengan
upaya mewujudkan keadilan sosial sebagaimana tercantum dalam sila
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Tanggung jawab ini menjadikan notaris bukan hanya
sekadar pencatat formal, tetapi juga penjaga keabsahan hukum
dalam perjanjian masyarakat.

Dari uraian di atas dapat dipahami bahwa tanggung jawab sosial
profesi hukum dalam praktik mencakup berbagai bentuk sesuai
dengan bidangnya masing-masing. Advokat berperan dalam
memberikan akses keadilan, hakim dalam memutus perkara dengan
adil, jaksa dalam menuntut demi kepentingan umum, dan notaris
dalam menjaga keabsahan perjanjian hukum. Secara keseluruhan
profesi tersebut mengarah pada satu tujuan utama: mewujudkan
keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan bagi masyarakat.

Tantangan dalam Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial
Profesi Hukum
Meskipun tanggung jawab sosial profesi hukum telah diatur dalam
berbagai regulasi dan kode etik, dalam praktiknya implementasi
tanggung jawab ini masih menghadapi banyak tantangan. Tantangan
tersebut muncul dari faktor internal profesi maupun eksternal, baik
yang bersumber dari sistem hukum maupun kondisi sosial
masyarakat.
Beberapa tantangan dalam pelaksanaan tanggung jawab sosial
profesi hukum adalah sebagai berikut:
1. Pragmatisme Ekonomi dan Orientasi Materiil
Salah satu tantangan terbesar adalah munculnya pragmatisme
ekonomi dalam praktik profesi hukum. Banyak praktisi hukum
yang menjadikan profesinya sebagai sarana utama untuk
memperoleh keuntungan materi, sehingga mengabaikan tanggung
jawab sosial seperti pemberian bantuan hukum gratis (pro bono
publico). Kondisi ini menyebabkan akses masyarakat miskin
terhadap keadilan menjadi semakin terbatas (Muladi, 2002).
2. Mafia Peradilan dan Penyalahgunaan Wewenang
Fenomena mafia peradilan masih menjadi persoalan serius dalam
dunia hukum Indonesia. Praktik suap, jual beli perkara, hingga
intervensi politik dalam putusan hukum merusak integritas profesi
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hukum. Hal ini bertentangan dengan prinsip rule of law dan
merusak kepercayaan masyarakat terhadap institusi hukum
(Daniel, 1990).

3. Lemahnya Kesadaran Hukum Masyarakat
Rendahnya tingkat kesadaran hukum masyarakat juga menjadi
tantangan tersendiri. Banyak warga yang tidak memahami hak dan
kewajiban hukumnya, sehingga sulit untuk memanfaatkan jasa
hukum atau memperjuangkan hak-haknya di hadapan hukum.
Dalam konteks ini, profesi hukum dituntut lebih aktif melakukan
penyuluhan hukum agar masyarakat tidak menjadi korban
penyalahgunaan hukum (Rahardjo, 1980).

4. Kurangnya Pengawasan Internal Profesi
Kode etik profesi hukum telah mengatur standar perilaku yang
harus dipatuhi, namun implementasinya sering kali tidak efektif
karena lemahnya mekanisme pengawasan. Misalnya, Dewan
Kehormatan Advokat atau Komisi Yudisial masih menghadapi
kendala dalam menindak pelanggaran etika yang dilakukan oleh
advokat maupun hakim (Komisi Yudisial Republik Indonesia,
2021).

5. Globalisasi dan Kompleksitas Perkara Hukum
Di era globalisasi, kompleksitas perkara hukum semakin
meningkat, misalnya dalam bidang perdagangan internasional,
kejahatan siber, dan korupsi lintas negara. Tantangan ini menuntut
profesi hukum untuk meningkatkan kompetensi dan
profesionalisme agar tetap relevan serta mampu menjalankan
tanggung jawab sosial di tengah dinamika global (Kusumaatmadja,
2006).

Tantangan-tantangan di atas menunjukkan bahwa pelaksanaan
tanggung jawab sosial profesi hukum tidaklah mudah. Maka dari itu,
diperlukan langkah-langkah strategis seperti penguatan kode etik,
peningkatan kualitas pendidikan hukum, pengawasan ketat terhadap
praktik profesi, serta pemberdayaan masyarakat melalui penyuluhan
hukum. Sehingga konsekuensi logisnya, profesi hukum dapat terus
menjaga eksistensi dan esensinya sebagai profesi luhur yang
berorientasi pada kepentingan masyarakat luas.
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Fenomena Konflik Kepentingan
Konflik kepentingan adalah masalah sentral dalam profesi hukum.
Secara sederhana, konflik kepentingan muncul ketika kepentingan
pribadi, finansial, atau profesional seorang praktisi hukum berpotensi
atau benar-benar bertentangan dengan kewajiban profesionalnya
kepada Kklien, pengadilan, atau publik. Di tingkat prinsip, konflik
seperti ini merusak kepercayaan publik terhadap sistem peradilan
dan menguji batas-batas otonomi profesi. Penanganan konflik
kepentingan bukan semata soal pelanggaran etik individu; ia juga soal
efektivitas institusi pengawas, aturan yang jelas, dan kapasitas
organisasi untuk menegakkan standar profesional. (lihat penjelasan
umum dan pengaturan teori konflik pada literatur hukum.

Dalam beberapa dekade terakhir, arus globalisasi praktik hukum,
struktur firma lintas-negara (seperti model Swiss verein), dan
komersialisasi jasa hukum memperbesar peluang konflik. Di samping
itu, perkembangan teknologi memperkenalkan dimensi baru,
misalnya pengelolaan data klien oleh firma besar, outsourcing tugas
hukum, dan penggunaan alat Al yang mengakses data lintas-klien.
Semua itu menambah kompleksitas pemeriksaan konflik kepentingan.
Secara kontekstual di Indonesia, regulasi formal seperti Undang-
Undang No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan kode etik organisasi
profesi telah menentukan standar dasar, tetapi ada bukti kesulitan
dalam penegakan dan interpretasi, serta beberapa kasus yang
mengindikasikan praktik bertentangan dengan norma etik. Beberapa
fenomena aktual yang menandai masalah ini pada praktik di Indonesia
dan internasional dapat dilihat dari:

1. Adanya wakil yang saling berlawanan, dimana pada praktiknya,
satu firma atau advokat yang mewakili salah satu pihak, saling
bertentangan dengan advokat lain yang saling berpindah dari
mewakili satu klien ke klien lain mengikuti posisi hukumnya meski
berlawanan. Fenomena ini menimbulkan pertanyaan tentang
kerahasiaan dan loyalitas profesional, dimana informasi akan
dipublikasikan di berbagai media hukum yang menunjukkan
adanya berbagai tafsir tentang kapan benturan itu muncul dan
bagaimana organisasi profesi harus bertindak.

2. Hubungan relasi finansial dan reward, dimana sering ada laporan
dan kajian yang menyinggung praktik referral fee yang tidak

Irsyad Dhahri

193



Konflik Kepentingan Dalam Profesi Hukum

atau hanya dijatuhi teguran tertulis tanpa konsekuensi lebih jauh.

Hal ini menimbulkan kesan bahwa mekanisme penegakan kode

etik masih “lunak” dan cenderung melindungi sesama advokat

daripada melindungi publik dan integritas profesi.

Dari kasus-kasus di atas terlihat bahwa konflik kepentingan di
Indonesia bersifat multi-dimensi, dimana secara dimensi struktural
ketika advokat berperan ganda sebagai pejabat publik/politisi.
Dimensi Profesional ketika advokat berpindah menangani lawan
mantan klien dimensi finansial, ketika advokat memiliki kepentingan
bisnis dalam kliennya, serta dimensi Etika integritas, ketika advokat
berhubungan tidak wajar dengan aparat penegak hukum, yang
semuanya menunjukkan bahwa meski aturan formal sudah ada (UU
Advokat dan kode etik), tetapi penegakan dan budaya profesi masih
menjadi tantangan utama.

Penerapan dan Evaluasi Mekanisme Pengendalian

Kode etik advokat di Indonesia dan UU Advokat memberikan landasan
normatif. Namun literatur empiris dan kajian Kkritis menunjukkan
beberapa masalah pelaksanaan. Pertama, ketegasan aturan sering
terganggu oleh ambiguitas interpretasi. Misalnya, kapan
pengungkapan dianggap memadai atau kapan recusal perlu dilakukan
dapat beragam dalam praktik. Kedua, mekanisme penegakan
bergantung pada organisasi profesi yang kadang memiliki konflik
kepentingan sendiri ketika harus menindak anggota berpengaruh.
Ketiga, sanksi yang ada di beberapa kasus terasa tidak cukup
mencegah perilaku karena nilai reputasi dan insentif ekonomi
menimpa kepatuhan.

Dari sisi teori internasional, ada dua pendekatan praktik yang
berulang, yakni aturan ketat (bright-line rules) yang melarang
tindakan tertentu tanpa pengecualian; dan pendekatan berbasis
penilaian fakta (case-by-case) yang memberi keleluasaan lebih besar
untuk mempertimbangkan konteks. Contoh doctrine "hot potato" di
AS menegaskan batas-batas manuver firma. Keduanya memiliki
kelebihan dan kelemahan dimana bright-line rules mencegah
ambiguitas tetapi bisa kaku, sementara pendekatan case-by-case lebih
fleksibel namun memerlukan kapasitas pengawasan yang tinggi.
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Untuk konteks Indonesia, kombinasi aturan yang jelas pada area-area
kritikal dan mekanisme penilaian berbasis fakta tampak lebih
realistis, selama kapasitas penegakan ditingkatkan.

Berdasarkan gambaran ini, maka diharapkan pada stakeholder
untuk mempertimbangkan beberapa tindakan yakni:

1. Reformulasi aturan dan Klarifikasi definisi yang dapat
memperijelas definisi bentuk-bentuk konflik (current, former,
financial, institution) dalam kode etik nasional sehingga
interpretasi antarlembaga lebih konsisten. Sertakan contoh
konkret dan prosedur standar. (Referensi: UU No. 18/2003
sebagai basis normatif).

2. Kewajiban sistem pengecekan konflik dan registri, yang
mewajibkan setiap firma dan organisasi advokat menerapkan
sistem conflict-check elektronik yang mencatat klien dan kasus
dengan membuat registri konflik tingkat nasional yang diakses
organisasi profesi untuk membantu pengecekan. Hal ini
mengurangi risiko non-distemperse.

3. Pengaturan tata kelola firma global yang lebih ketat dimana
pengaturan transparansi struktur grup firma lintas-negara
dilakukan serta kewajiban isolasi entitas bila ada potensi
benturan antara entitas jaringan. Syaratkan pengungkapan
struktur kepemilikan kepada klien.

4. Proteksi data dan aturan penggunaan teknologi yang
menerapkan aturan privacy-by-design dalam penggunaan cloud
dan Al serta keharusan firma menerapkan firewall data serta
audit penggunaan alat Al yang dapat memproses informasi klien.

6. Penguatan mekanisme penegakan dan sanksi dengan
memperkuat kapabilitas lembaga disipliner organisasi profesi
dengan prosedur independen, transparan, dan kewenangan
untuk menjatuhkan sanksi yang proporsional. Pertimbangkan
kerja sama pengawasan lintas-instansi untuk kasus yang
melibatkan pejabat publik.

7. Pendidikan dan budaya etika dengan memasukkan modul konflik
kepentingan yang komprehensif dalam pendidikan profesi dan
pelatihan berkelanjutan salah satunya dengan meningkatkan
budaya pelaporan internal yang melindungi whistleblowers.
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Kesimpulan

Dengan perkembangan teknologi, firma global, dan tekanan
komersial, perubahan lanskap terus terjadi. Konflik kepentingan
dalam profesi hukum akan terus terlihat sebab ia adalah masalah
multi-dimensi yang memerlukan jawaban yang terintegrasi, termasuk
bagaimana membuat aturan yang jelas, mekanisme pengendalian di
level firma, penegakan disiplin yang kredibel, dan adaptasi terhadap
tantangan teknologi. Untuk konteks Indonesia, kombinasi klarifikasi
regulasi, penguatan organisasi profesi, dan adopsi praktik manajemen
konflik yang modern akan meningkatkan akuntabilitas profesi hukum
dan kepercayaan publik.

Irsyad Dhahri

203



Konflik Kepentingan Dalam Profesi Hukum

Daftar Pustaka

Basel Institute on Governance. (2023). Guidelines on conflict of interest
for public institutions. Basel Governance. Retrieved
from https://baselgovernance.org

Epstein, R. A. (1991). The Legal Regulation of Lawyers' Conflicts of
Interest. University of Chicago. chicagounbound.uchicago.edu
Link: https://chicagounbound.uchicago.edu/cgi/viewcontent.c
gi?article=2406&context=journal articles

Hazard, G. C. Jr. (1998). The legal profession (ulasan perkembangan
etika advokat). scholarship.law.upenn.edu

Hukumonline (2023). Tafsir benturan kepentingan
advokat. Hukumonline.com. Retrieved
from https://www.hukumonline.com

Indonesia. (2003). Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang
Advokat. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 49.

Komisi Pemberantasan Korupsi. (2022). Pedoman gratifikasi dan
konflik kepentingan untuk penyelenggara negara. Jakarta: KPK.

Leubsdorf, J. (2011). Conflicts of interest: Slicing the hot potato
doctrine. Fordham Law Review, 80(2), 739-762. Retrieved
from https://ir.lawnet.fordham.edu/flr/vol80/iss2 /6

Lubis, T. M. (2014). Etika profesi hukum di Indonesia. Jakarta: Pustaka
Pelajar.

Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD).
(2019). Managing conflict of interest in the public sector: A
toolkit. Paris: OECD Publishing. Retrieved
from https://www.oecd.org/gov/ethics/managingconflictofint
erestinthepublicsector.htm

Sidharta, B. A. (2006). Refleksi tentang struktur ilmu hukum. Bandung:
Mandar Maju.

Sulistyowati, H. (2020). Penegakan kode etik advokat di Indonesia:
Problematika dan solusinya. Jurnal Hukum Ius Quia Iustum,

Irsyad Dhahri



https://baselgovernance.org/
https://chicagounbound.uchicago.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=2406&context=journal_articles&utm_source=chatgpt.com
https://chicagounbound.uchicago.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=2406&context=journal_articles&utm_source=chatgpt.com
https://chicagounbound.uchicago.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=2406&context=journal_articles&utm_source=chatgpt.com
https://scholarship.law.upenn.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=2074&context=faculty_scholarship&utm_source=chatgpt.com
https://www.hukumonline.com/
https://ir.lawnet.fordham.edu/flr/vol80/iss2/6
https://www.oecd.org/gov/ethics/managingconflictofinterestinthepublicsector.htm
https://www.oecd.org/gov/ethics/managingconflictofinterestinthepublicsector.htm

Konflik Kepentingan Dalam Profesi Hukum

27(3), 401-
421. https://doi.org/10.20885 /iustum.vol27.iss3.art3

USAID. (2023). Integrity and conflict of interest guidelines for justice
sector professionals. Washington DC: USAID.

UU No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat; dan literatur kode etik
advokat Indonesia

Irsyad Dhahri

205


https://doi.org/10.20885/iustum.vol27.iss3.art3

Konflik Kepentingan Dalam Profesi Hukum

PROFIL PENULIS
Irsyad Dhahri
Penulis lahir di Makassar 1967, Penulis
menyelesaikan kuliah S1 pada Jurusan
Hukum Internasional, Fakultas Hukum
Universitas Hasanuddin 1992, lalu
melanjutkan pada Program S2 [lmu Hukum,
Pascasarjana pada universitas yang sama.
Pada 2008 Penulis menempuh Pendidikan
S3  Centre for Transnational Crime
Prevention( CTCP) University of Wollongong,
NSW, Australia. Penulis pernah bekerja sebagai Assistant of Consular
Affairs and Information Services Konsulat Jenderal Jepang Makassar
pada periode 1993 - 1996, lalu beralih menjadi Dosen Bahasa Jepang
Akademi  Pariwisata  (AKPAR) Makassar sampai  2002.
Pekerjaan Dosen tetap digeluti oleh penulis dan bergabung
sebagai dosen Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia sampai
2003 dan sebagai Kenshin pada International Centre for Japanese and
Culture, Saitama Prefecture Jepang pada tahun yang sama. Saat ini
Penulis adalah dosen pada Prodi Hukum Bisnis Universitas Negeri
Makassar.

Ketertarikan Penulis pada Disiplin Hukum khususnya Hukum
Internasional dan permasalahan dunia bisnis tetap dijalani dengan
menulis artikel dan buku pada disiplin ilmu Sosial maupun Hukum
Hak Asasi manusia.

Irsyad Dhahri



ﬁ'

BAB 13
BENTUK-BENTUK
PELANGGARAN ETIKA
PROFESI HUKUM

Nur Hafizal Hasanah, S.H., M.H.
Universitas Negeri Makassar




Bentuk-Bentuk Pelanggaran Etika Profesi Hukum

Pendahuluan

Profesi hukum memegang peran sentral dalam menjaga
keseimbangan sosial dan keadilan di suatu negara. Di Indonesia,
sebagai negara demokrasi yang menganut prinsip negara hukum, para
pelaku profesi hukum termasuk advokat, hakim, jaksa, notaris, dan
konsultan hukum diharapkan menjadi teladan dalam menerapkan
nilai-nilai etika. Etika profesi hukum bukanlah sekadar pedoman
administratif, melainkan komitmen moral yang mendukung
supremasi hukum dan hak asasi manusia. Namun, realitas
menunjukkan bahwa pelanggaran etika sering kali menjadi sorotan,
baik melalui skandal media maupun laporan lembaga pengawas.

Pelanggaran etika profesi hukum dapat dipahami sebagai
penyimpangan dari norma-norma yang telah disepakati, yang
mengakibatkan hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap institusi
peradilan. Menurut survei Transparency International pada 2022,
indeks persepsi korupsi di sektor hukum Indonesia masih berada di
peringkat 110 dari 180 negara, menandakan bahwa pelanggaran etika
menjadi penghambat utama reformasi yudisial. Bab ini bertujuan
untuk menguraikan bentuk-bentuk pelanggaran etika secara
komprehensif, dengan fokus pada konteks Indonesia.

Pembahasan ini relevan bagi mahasiswa hukum, praktisi, dan
pembuat kebijakan, karena memahami pelanggaran etika bukan
hanya tentang mengidentifikasi masalah, tetapi juga merumuskan
solusi preventif. Melalui analisis mendalam, diharapkan pembaca
dapat menyadari bahwa etika profesi hukum adalah investasi jangka
panjang untuk membangun masyarakat yang adil dan berkelanjutan.

Pelanggaran etika profesi hukum dapat diklasifikasikan
berdasarkan prinsip yang dilanggar dan peran pelaku. Berikut adalah
pembahasan mendalam mengenai bentuk-bentuk utama, dengan
dukungan dasar hukum, contoh, dan analisis.

Pelanggaran Kerahasiaan (Confidentiality Breach)

Dalam profesi hukum, prinsip kerahasiaan berdiri sebagai pilar
fundamental yang menjamin kepercayaan mutlak antara profesional
hukum dan klien mereka, memungkinkan klien untuk berbagi
informasi sensitif tanpa rasa takut akan penyalahgunaan. Secara
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Jenis perilaku tidak profesional dan diskriminasi dapat
diklasifikasikan menjadi dua kelompok utama: pelanggaran integritas
dan pelanggaran kesetaraan. Pelanggaran integritas mencakup
tindakan seperti pemalsuan dokumen, yang merusak kepercayaan
pada autentisitas proses hukum, atau Kkelalaian etis seperti
keterlambatan penanganan kasus yang disengaja untuk keuntungan
pribadi. Diskriminasi, di sisi lain, dapat bersifat eksplisit seperti
penolakan layanan berdasarkan etnis atau implisit, seperti bias dalam
penilaian bukti yang dipengaruhi oleh stereotip gender. Dalam
konteks Indonesia, pelanggaran ini sering kali dipicu oleh faktor
budaya, seperti preferensi relasional di daerah pedesaan atau
prasangka urban terhadap minoritas, yang bertabrakan dengan
tuntutan globalisasi hukum. Analisis etika menunjukkan bahwa
perilaku semacam ini bukan hanya kesalahan individu, tetapi juga
gejala kegagalan sistemik dalam pendidikan profesi, di mana
kurikulum etika sering kali kurang menekankan dimensi sosial.

Laporan Tahunan lkatan Advokat Indonesia (IKADIN) tahun
2022 memberikan data empiris yang mengkhawatirkan, dengan
mencatat bahwa 15% dari total 800 sanksi etika yang diterapkan pada
tahun tersebut berkaitan dengan perilaku tidak profesional dan
diskriminasi, naik dari 10% pada 2020. Secara sistemik, hal ini
merusak citra profesi hukum, dengan survei LSI tahun 2023
menunjukkan penurunan kepercayaan publik sebesar 12% terhadap
advokat akibat isu diskriminasi. Pada akhirnya, perilaku tidak
profesional dan diskriminasi bukan sekadar penyimpangan etis,
melainkan penghalang utama bagi visi hukum yang adil dan inklusif di
Indonesia.

Pelanggaran Khusus oleh Hakim dan Jaksa

Pelanggaran etika khusus oleh hakim dan jaksa mewakili titik krusial
dalam dinamika penegakan hukum, di mana peran mereka sebagai
penentu akhir keadilan membuat setiap penyimpangan memiliki
implikasi yang jauh lebih luas daripada pelanggaran di profesi hukum
lainnya. Secara konseptual, pelanggaran ini dapat didefinisikan
sebagai tindakan atau kelalaian yang mengganggu prinsip inti seperti
kecepatan, imparsialitas, dan keadilan substantif, yang sering kali
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muncul dari tekanan internal seperti beban kerja atau pengaruh
eksternal seperti intervensi politik. Hakim, sebagai arbiter netral, dan
jaksa, sebagai penuntut negara, menempati posisi yang rentan karena
kekuasaan diskresi mereka yang luas, yang jika disalahgunakan dapat
mengubah arah peradilan secara fundamental. Di Indonesia, di mana
sistem kehakiman berbasis pada prinsip negara hukum sebagaimana
diatur dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945, pelanggaran ini sering kali
mencerminkan ketidakseimbangan antara tuntutan efisiensi dan
integritas, terutama di tengah backlog kasus yang kronis. Fenomena
ini bukan hanya isu disiplin, tetapi juga tantangan struktural yang
menguji ketahanan reformasi yudisial pasca-1998, di mana hakim dan
jaksa diharapkan menjadi teladan moral untuk memperkuat
kepercayaan publik terhadap supremasi hukum.

Dasar hukum yang mengatur pelanggaran etika oleh hakim dan
jaksa bersifat ketat dan berjenjang, dengan Kode Etik Hakim yang
dikeluarkan oleh Komisi Yudisial sebagai panduan utama untuk
hakim. Kode ini, yang terdiri dari 10 prinsip, menuntut kecepatan
dalam memutus perkara Pasal 6 dan keadilan tanpa diskriminasi Pasal
7, dengan sanksi mulai dari teguran hingga pemecatan oleh KY
berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi
Yudisial sebagaimana diubah dengan UU Nomor 18 Tahun 2011. Bagi
jaksa, Kode Etik Jaksa menekankan prinsip objektivitas dalam
penyelidikan Pasal 8 dan larangan manipulasi bukti Pasal 12, yang
diintegrasikan dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004
tentang Kejaksaan Republik Indonesia Pasal 30. Secara umum,
Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan
Kehakiman Pasal 24 menjamin independensi hakim dari pengaruh
eksternal, sementara Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) menangani
pelanggaran berat seperti bias yang terkait suap. Penegakan
dilakukan melalui mekanisme internal seperti sidang etik KY untuk
hakim dan Dewan Kehormatan Kejaksaan untuk jaksa, dengan KPK
sebagai pengawas pidana. Meskipun Kkerangka ini kuat,
implementasinya sering kali terganggu oleh kurangnya independensi
lembaga pengawas, yang membuat pelanggaran ringan cenderung
tidak tertangani secara efektif.
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Jenis pelanggaran khusus oleh hakim dan jaksa dapat
dikategorikan menjadi dua kelompok utama: pelanggaran prosedural
dan substantif. Pelanggaran prosedural mencakup penundaan kasus
yang tidak beralasan, yang melanggar prinsip kecepatan dan dapat
disebabkan oleh faktor seperti kemalasan atau pengaruh eksternal.
Pelanggaran substantif melibatkan bias penyelidikan atau putusan,
seperti pengabaian bukti yang menguntungkan terdakwa atau
penafsiran hukum yang memihak. Dalam konteks Indonesia,
penundaan kasus mendominasi, dengan rata-rata waktu proses
peradilan mencapai 300 hari untuk kasus sederhana, melebihi standar
internasional. Bias penyelidikan sering kali timbul dari tekanan
politik, terutama dalam kasus korupsi atau hak asasi manusia, di mana
jaksa mungkin mengabaikan bukti untuk menyelaraskan dengan
agenda pemerintah. Analisis etika menunjukkan bahwa pelanggaran
ini dipicu oleh beban kasus overload di mana hakim menangani hingga
200 perkara per tahun dan kurangnya pelatihan berkelanjutan, yang
membuat profesional rentan terhadap kompromi moral.

Laporan Tahunan Komisi Yudisial tahun 2022 memberikan
perspektif empiris, dengan mencatat bahwa beban kasus overload
menjadi faktor utama dalam 40% pelanggaran etika hakim, di mana
rata-rata hakim menangani 150-200 perkara per tahun, melebihi
kapasitas ideal 100 perkara. Untuk jaksa, data serupa dari Kejaksaan
Agung menunjukkan peningkatan 18% kasus bias penyelidikan pada
2023, sering kali terkait backlog nasional yang mencapai 1,5 juta
perkara. Secara keseluruhan, pelanggaran khusus oleh hakim dan
jaksa bukan hanya kegagalan individu, melainkan sinyal darurat bagi
reformasi kehakiman Indonesia.

Konsekuensi pelanggaran etika bersifat multidimensi. Secara
disiplin, sanksi mencakup teguran, skorsing, hingga pidana misalnya,
Pasal 14 UU Advokat. Sosialnya, kepercayaan publik menurun, seperti
terlihat dalam indeks keadilan World Justice Project di mana Indonesia
peringkat 68/142. Ekonomis, pelanggaran menyebabkan biaya litigasi
tinggi dan investasi asing ragu. Hukumnya, putusan batal dan tuntutan
ganti rugi. Secara jangka panjang, ini menghambat pembangunan
hukum, memerlukan reformasi holistik.
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Tantangan Etika Profesi Hukum di Era Modern

Pendahuluan

Etika profesi hukum merupakan aspek fundamental yang mengatur
perilaku dan tanggung jawab moral para praktisi hukum, seperti
advokat, hakim, jaksa, maupun notaris. Keberadaan etika tidak hanya
dimaksudkan untuk menjaga martabat profesi, tetapi juga untuk
memastikan bahwa pelaksanaan tugas hukum senantiasa sejalan
dengan nilai-nilai keadilan, integritas, dan tanggung jawab sosial
(Asshiddiqie, 2016). Seiring dengan perkembangan zaman, khususnya
di era modern yang ditandai oleh kemajuan teknologi informasi,
globalisasi, serta meningkatnya kesadaran masyarakat akan hak-hak
hukum, tantangan yang dihadapi profesi hukum dalam menjaga etika
menjadi semakin kompleks (Rahardjo, 2017).

Era digital misalnya, menghadirkan peluang sekaligus ancaman
bagi profesi hukum. Media sosial dan teknologi informasi membuka
akses publik yang lebih luas terhadap praktik hukum, tetapi pada saat
yang sama menimbulkan risiko pelanggaran etika, seperti
penyalahgunaan informasi, publikasi perkara yang bersifat rahasia,
hingga potensi manipulasi opini publik oleh aparat hukum (Subekti,
2019). Di sisi lain, perkembangan artificial intelligence (Al) dalam
dunia hukum juga menimbulkan pertanyaan mendasar terkait
akuntabilitas, keadilan, dan tanggung jawab hukum atas penggunaan
teknologi tersebut (Susskind, 2019).

Selain tantangan teknologi, globalisasi turut memengaruhi
standar etika profesi hukum. Persaingan antar-firma hukum di tingkat
nasional maupun internasional menyebabkan pergeseran orientasi
profesi hukum dari idealisme penegakan keadilan menuju
komersialisasi jasa hukum (Muladi, 2002). Hal ini dapat mengikis
nilai-nilai luhur profesi dan memunculkan konflik kepentingan yang
sulit dihindari.

Lebih jauh, krisis integritas dan moralitas di kalangan penegak
hukum menjadi persoalan serius. Kasus-kasus korupsi yang
melibatkan aparat hukum tidak hanya mencederai kepercayaan
publik, tetapi juga memperlihatkan lemahnya internalisasi nilai etika
dalam menjalankan profesi (KPK, 2022). Masyarakat yang semakin
kritis menuntut transparansi dan akuntabilitas lebih tinggi dari para
praktisi hukum, sehingga pengabaian etika akan berakibat pada
delegitimasi lembaga hukum itu sendiri (Ramadhani, 2018).
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praktik korupsi, serta lahirnya sikap apatis masyarakat terhadap
hukum (Cappelletti, 1971). Pada akhirnya, tanpa transparansi dan
akuntabilitas, hukum hanya akan dilihat sebagai alat kekuasaan,
bukan sebagai sarana menegakkan keadilan.

Strategi Menghadapi Tantangan Etika Profesi Hukum
Tantangan etika profesi hukum di era modern menuntut adanya
strategi komprehensif yang tidak hanya bertumpu pada regulasi,
tetapi juga melibatkan aspek pendidikan, pengawasan, teknologi, dan
budaya hukum masyarakat. Strategi ini diperlukan agar profesi
hukum mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman tanpa
kehilangan integritas dan legitimasi moralnya (Hart, 2012).
Beberapa strategi menghadapi tantangan etika profesi hukum
dapat dilalui melalui pelbagai hal berikut:
1. Peningkatan Edukasi dan Pelatihan
Pendidikan hukum di Indonesia masih cenderung menitikberatkan
pada aspek normatif dan doktrinal, sementara aspek etika
seringkali diposisikan sebagai mata kuliah tambahan (Rahardjo,
2009). Padahal, internalisasi nilai etika sejak masa pendidikan
akan menciptakan kesadaran profesional yang lebih kuat.
Universitas perlu menekankan clinical legal education yang
mengintegrasikan teori hukum, praktik hukum, dan etika profesi
dalam pengalaman belajar mahasiswa (Bloch, 2011).
Pada tahapan ini, memberikan pelatihan etika berkelanjutan
kepada pelaku profesi hukum adalah sebuah keniscayaan dalam
membangun karakter dan fondasi yang kokoh bagi profesi hukum.

2. Penguatan Lembaga Pengawas

Organisasi profesi hukum seperti advokat, jaksa, hakim, maupun
notaris perlu membangun sistem pengawasan yang independen
dan transparan. Pengawasan internal harus dilengkapi dengan
partisipasi masyarakat sipil agar tidak menimbulkan kesan self-
regulation without accountability (Rhode, 2009). Mekanisme
disiplin harus jelas, cepat, dan bebas dari intervensi politik atau
ekonomi (Arizona, 2020).
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Tidak berhenti sampai disana, memperkuat peran dan
wewenang lembaga seperti Komisi Yudisial, Dewan Kehormatan
Advokat, dan Majelis Kehormatan Notaris merupakan tugas yang
tidak kalah penting dalam menghadapi tantangan etika profesi
hukum.

3. Pemanfaatan Teknologi Digital secara Etis

Teknologi digital harus diposisikan sebagai sarana memperkuat
etika profesi, bukan melemahkannya. Penggunaan e-court, e-filing,
hingga legal tech berbasis kecerdasan buatan dapat meningkatkan
efisiensi dan transparansi, asalkan dibarengi dengan standar etika
perlindungan data, kerahasiaan klien, dan aksesibilitas yang adil
(Susskind, 2017). Karena itu, teknologi bukan menjadi ancaman,
melainkan instrumen etis dalam pelayanan hukum.

Keberadaan teknologi perlu dimanfaatkan secara bijak salah
satunya untuk melaporkan pelanggaran, memonitor proses
pengawasan, dan mendokumentasikan sanksi.

4. Peningkatan Transparansi Proses Etik

Sebagaimana dibahas pada sub-bab sebelumnya, transparansi dan
akuntabilitas merupakan pondasi etika modern. Strategi yang
dapat ditempuh adalah memperluas akses publik terhadap
informasi hukum, menyajikan laporan kinerja lembaga hukum
secara berkala, serta menerapkan prinsip open data dalam sistem
hukum nasional (OECD, 2021). Pada dasarnya dalam transparansi
proses etik ini, harus membuka akses publik terhadap informasi
terkait proses pengawasan dan sanksi.

5. Pembentukan Budaya Etika Berbasis Nilai Lokal

Etika profesi hukum tidak dapat dilepaskan dari konteks sosial-
budaya. Di Indonesia, nilai-nilai Pancasila, gotong royong, serta
keadilan sosial dapat dijadikan fondasi moral dalam praktik hukum
(Kaelan, 2013). Dengan menginternalisasi nilai lokal, etika hukum
tidak hanya berorientasi pada standar internasional, tetapi juga
kontekstual dengan kebutuhan masyarakat Indonesia (Suseno,
2010).
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6. Kerjasama Antar Lembaga

Menghadapi tantangan etika tidak bisa hanya dibebankan pada
profesi hukum. Dibutuhkan sinergi antara lembaga negara,
organisasi profesi, akademisi, media, dan masyarakat sipil.
Kolaborasi ini dapat diwujudkan melalui forum etika hukum
nasional, pembentukan pusat riset etika hukum, serta kerjasama
internasional dalam standar etika global (UNODC, 2020).
Mengingat dalam perjalanannya profesi hukum melibatkan banyak
pihak, maka dibutuhkan instrumen guna memperkuat koordinasi
antara lembaga pengawas, aparat penegak hukum, dan masyarakat
sipil.

Strategi menghadapi tantangan etika harus bersifat holistik:
peningkatan edukasi dan pelatihan, penguatan lembaga pengawas,
memanfaatkan teknologi secara etis, peningkatan transparansi proses
etik, pembentukan budaya etika berbasis lokal, serta kerjasama antar
lembaga. Tanpa langkah komprehensif tersebut, profesi hukum akan
sulit menjaga legitimasi moralnya di tengah krisis kepercayaan publik
terhadap institusi hukum.

Dengan mekanisme pengawasan dan pemberian sanksi yang
efektif, profesi hukum di Indonesia dapat berjalan sesuai dengan
standar etika yang tinggi, sehingga mampu mewujudkan sistem
hukum yang adil, transparan, dan berintegritas.

Sebagai konsekuensinya, dapat ditegaskan bahwa etika profesi
hukum bukanlah sekadar pedoman perilaku, melainkan juga pilar
fundamental bagi keberlangsungan negara hukum demokratis.
Menegakkan etika hukum berarti menegakkan martabat hukum itu
sendiri; dan menegakkan hukum dengan bermartabat berarti
menegakkan keadilan sebagai tujuan utama dari setiap sistem hukum.
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Etika Profesi Hukum Dalam Konteks Hukum Internasional

Pendahuluan

Etika profesi hukum merupakan seperangkat norma moral dan
standar perilaku yang mengikat para praktisi hukum dalam
menjalankan tugas profesionalnya. Pada awalnya, etika profesi hukum
berkembang dalam lingkup domestik, sejalan dengan kebutuhan
setiap negara untuk menata integritas, akuntabilitas, dan kualitas
profesi hukum. Namun, seiring dengan meningkatnya interaksi global,
muncul tuntutan untuk menginternalisasikan etika profesi hukum
dalam konteks hukum internasional. Fenomena ini dipengaruhi oleh
globalisasi, pertumbuhan perdagangan internasional, meningkatnya
kasus lintas yurisdiksi, serta eksistensi lembaga-lembaga peradilan
internasional seperti International Court of Justice (IC]) dan
International Criminal Court (ICC) (Cassese, 2005).

Dalam konteks internasional, etika profesi hukum tidak hanya
berfungsi menjaga kehormatan profesi, tetapi juga memainkan peran
vital dalam menegakkan prinsip keadilan global. Praktisi hukum yang
beracara di hadapan lembaga internasional menghadapi tuntutan
untuk menjaga independensi, integritas, serta menjunjung tinggi hak
asasi manusia (HAM). Oleh karena itu, standar etika profesi hukum
internasional tidak boleh semata-mata dipandang sebagai
perpanjangan dari aturan domestik, melainkan sebagai prinsip
universal yang menjadi fondasi legitimasi praktik hukum lintas negara
(Shaw, 2021).

PBB melalui Basic Principles on the Role of Lawyers (1990)
menegaskan bahwa advokat memiliki peran penting dalam menjamin
perlindungan hak-hak fundamental masyarakat dan bahwa mereka
harus dapat menjalankan profesinya secara bebas, tanpa intimidasi
atau diskriminasi (United Nations, 1990). Prinsip ini kemudian
diperkuat oleh organisasi profesi hukum internasional, salah satunya
International Bar Association (IBA), yang mengeluarkan International
Code of Ethics sebagai pedoman etik yang berlaku secara global (IBA,
1988).

Meski demikian, praktik etika profesi hukum dalam konteks
internasional masih menghadapi tantangan serius, terutama terkait
konflik kepentingan, perbedaan sistem hukum antar negara (common
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diperlukan harmonisasi melalui adopsi pedoman etika
internasional yang dapat menjadi rujukan lintas sistem hukum.
International Bar Association (IBA) dan United Nations Basic
Principles on the Role of Lawyers dapat dijadikan landasan dalam
membangun standar etika universal yang mengutamakan
independensi, kerahasiaan, dan keadilan (IBA, 2011).

2. Penguatan Kode Etik dan Mekanisme Pengawasan
Kode etik profesi hukum internasional perlu dilengkapi dengan
mekanisme  penegakan yang efektif. @ Lembaga-lembaga
internasional seperti International Criminal Court (ICC) maupun
forum arbitrase internasional perlu membentuk dewan etik
independen yang memiliki kewenangan mengawasi perilaku
advokat dan hakim. Transparansi dalam proses disipliner akan
meningkatkan akuntabilitas serta menumbuhkan kepercayaan
publik global (ICC, 2021).

3. Pendidikan Etika dan Kapasitas Profesional
Etika profesi hukum tidak cukup hanya diajarkan secara normatif,
tetapi harus diinternalisasikan melalui pendidikan berkelanjutan.
Program pelatihan etika global, continuous professional
development (CPD), dan pertukaran pengalaman antarpraktisi
internasional dapat memperkuat kesadaran etis. Selain itu,
lembaga pendidikan hukum internasional perlu menekankan
integrasi antara teori hukum, nilai etika, dan praktik profesional
(Moliterno, 2012).

4. Pemanfaatan Teknologi untuk Transparansi dan Keamanan
Perkembangan teknologi dapat dijadikan sarana memperkuat
etika profesi hukum internasional. Penerapan sistem blockchain
misalnya, dapat digunakan untuk menjamin integritas dokumen
hukum dan mengurangi risiko manipulasi. Di sisi lain, penggunaan
teknologi enkripsi wajib diadopsi untuk menjaga kerahasiaan
komunikasi antara advokat dan klien. Strategi ini sekaligus
menjawab tantangan era digital yang rentan terhadap kebocoran
informasi. (Seng, 2019).

5. Kolaborasi Global dan Solidaritas Profesi
Penguatan etika profesi hukum juga memerlukan kerja sama lintas
negara dan organisasi profesi. Forum internasional dapat menjadi
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ruang berbagi praktik terbaik dalam penyelesaian dilema etika.
Solidaritas antarpraktisi hukum di tingkat global akan membantu
menekan praktik korupsi, konflik kepentingan, dan pelanggaran
etika lainnya. Prinsip kolektif ini sejalan dengan gagasan bahwa
hukum internasional hanya dapat efektif jika dijalankan melalui
kerja sama antar aktor hukum dunia (Koskenniemi, 2011).

6. Perlindungan terhadap Whistleblower dan Advokat
Independen
Praktisi hukum internasional yang berupaya menegakkan etika
sering menghadapi tekanan politik maupun ancaman. Oleh karena
itu, strategi penguatan etika juga harus mencakup mekanisme
perlindungan terhadap advokat dan whistleblower yang berani
melaporkan pelanggaran etika. Hal ini sejalan dengan prinsip duty
to justice yang menekankan keberanian moral dalam membela nilai
keadilan universal (Hazard, 2004).

Strategi penguatan etika profesi hukum internasional harus
bersifat multidimensional: mengharmonisasi standar, memperkuat
kode etik, meningkatkan Kkapasitas profesional, memanfaatkan
teknologi, memperluas kolaborasi global, serta memberikan
perlindungan kepada para pembela nilai-nilai etis. Dengan
pendekatan komprehensif tersebut, profesi hukum internasional
dapat menjaga martabatnya dan sekaligus memperkuat legitimasi
lembaga hukum internasional dalam kancah global.
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Reformasi Etika Profesi Hukum di Indonesia

Latar Belakang Reformasi Etika Profesi Hukum

Reformasi etika profesi hukum di Indonesia berangkat dari realitas
lemahnya integritas sebagian aparat penegak hukum. Berbagai kasus
pelanggaran etik, seperti praktik mafia peradilan, suap hakim, serta
penyalahgunaan kewenangan oleh advokat maupun aparat penegak
hukum, telah menurunkan kepercayaan publik terhadap sistem
hukum (KPKRI, 2021). Kondisi ini menunjukkan bahwa hukum sering
kali dipersepsikan sebagai instrumen kekuasaan ketimbang sarana
untuk mencapai keadilan (Lev, 1990).

Selain faktor Kkrisis integritas, dinamika politik dan sosial pasca-
reformasi turut menjadi latar penting lahirnya kebutuhan pembaruan
etika profesi hukum. Reformasi 1998 menandai era baru keterbukaan
dan demokratisasi, yang secara otomatis meningkatkan tuntutan
masyarakat terhadap profesionalisme aparat hukum (BPHN, 2002).
Maka dari itu, profesi hukum dituntut untuk tidak hanya menegakkan
norma hukum secara formal, tetapi juga menghadirkan keadilan
substantif sesuai nilai demokrasi dan hak asasi manusia (Muladi,
2002).

Disamping itu, globalisasi turut memperkuat urgensi reformasi
etika profesi hukum di Indonesia. Integrasi sistem hukum
internasional dan arus globalisasi menuntut adanya standar etik yang
harmonis dengan praktik global. Instrumen internasional seperti
United Nations Basic Principles on the Role of Lawyers dan Bangalore
Principles of Judicial Conduct menjadi pedoman universal yang
seharusnya diadopsi dalam sistem hukum nasional (United Nations,
1990). Tanpa pembaruan yang sejalan dengan perkembangan
internasional, profesi hukum di Indonesia berisiko tertinggal dan
tidak mampu menjawab tantangan global (Bangalore Principles of
Judicial Conduct, 2006).

Latar belakang lainnya adalah kurangnya efektivitas pengawasan
internal maupun eksternal terhadap pelanggaran etik. Meskipun
sudah ada lembaga seperti Dewan Kehormatan Advokat, Komisi
Yudisial, dan pengawasan internal kejaksaan maupun Kkepolisian,
implementasi sanksi etik kerap dinilai lemah dan tidak konsisten (KY
RI, 2022). Hal ini memperlihatkan perlunya reformasi kelembagaan
sekaligus pembaruan regulasi agar kode etik benar-benar dapat
ditegakkan secara adil dan transparan (Lotulung, 2018).
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Berangkat dari sini, strategi penguatan reformasi etika profesi
hukum di Indonesia menuntut adanya pendekatan yang komprehensif
melalui penguatan regulasi, peningkatan kapasitas lembaga
pengawas, integrasi pendidikan etika dalam kurikulum hukum, serta
keterlibatan publik dalam pengawasan yang transparan. Reformasi
juga harus bersifat adaptif terhadap perkembangan teknologi dan
globalisasi, sehingga nilai-nilai integritas, independensi, dan
akuntabilitas tetap relevan dengan tantangan zaman. Melalui sinergi
antara instrumen hukum, kesadaran kolektif profesi, dan partisipasi
masyarakat luas, reformasi etika profesi hukum dapat diwujudkan
sebagai fondasi utama tegaknya keadilan dan supremasi hukum di
Indonesia.

Studi Kasus: Reformasi Etika Profesi Advokat

Profesi advokat menempati posisi yang sangat strategis dalam sistem
hukum, karena berfungsi sebagai penegak hukum yang sejajar dengan
hakim, jaksa, dan polisi (Asshiddiqie, 2015). Advokat diharapkan
menjadi pembela kepentingan hukum masyarakat, sekaligus menjaga
tegaknya prinsip keadilan dan hak asasi manusia. Namun dalam
praktiknya, profesi advokat di Indonesia tidak terlepas dari berbagai
kritik terkait lemahnya integritas, konflik kepentingan, hingga
keterlibatan dalam praktik suap atau mafia peradilan (Rahardjo,
2009). Oleh karena itu, reformasi etika profesi advokat menjadi
kebutuhan mendesak agar peran advokat sebagai officium nobile
benar-benar terwujud (Winarta, 2011).

Instrumen utama dalam reformasi etika profesi advokat adalah
Kode Etik Advokat Indonesia (KEAI) yang diatur dalam Undang-
Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat Pasal 4 ayat (2) serta
diperkuat oleh peraturan organisasi profesi. KEAI memuat standar
perilaku yang meliputi kewajiban menjaga kerahasiaan Kklien,
menjunjung tinggi kejujuran dalam praktik, serta menghindari
benturan kepentingan. Namun dalam praktiknya, masih terdapat
advokat yang melanggar prinsip tersebut, misalnya dengan
melakukan pungutan liar, memanipulasi informasi, atau terlibat
dalam praktik peradilan yang tidak jujur (KY, 2020).
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Reformasi etika advokat juga bergantung pada peran lembaga
pengawas, yakni Dewan Kehormatan Advokat yang dibentuk oleh
organisasi profesi (Peraturan Dewan Kehormatan, 2016.). Dewan ini
memiliki kewenangan untuk memeriksa dan menjatuhkan sanksi
terhadap advokat yang melanggar kode etik. Namun, efektivitas
lembaga ini sering dipertanyakan karena adanya dualisme organisasi
advokat di Indonesia, yang menimbulkan ketidakjelasan kewenangan
dalam penegakan kode etik (Juwana, 2006). Dualisme tersebut
mengakibatkan inkonsistensi dalam pemberian sanksi serta
melemahkan legitimasi pengawasan terhadap profesi advokat.

Sebagai contoh, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) beberapa
kali menangkap advokat karena diduga terlibat dalam praktik suap
terhadap aparat penegak hukum (KPK, 2019). Kasus-kasus tersebut
menunjukkan bahwa pelanggaran etika bukan hanya sebatas
persoalan disiplin internal, tetapi juga menyangkut integritas profesi
secara keseluruhan. Hal ini mempertegas perlunya reformasi etika
yang lebih substansial dengan memberikan sanksi tegas terhadap
pelanggar, sekaligus mendorong advokat untuk menjunjung tinggi
nilai moral dalam praktik hukum (Lev, 1990).

Upaya reformasi etika profesi advokat dapat dilakukan melalui
beberapa langkah strategis. Pertama, harmonisasi organisasi profesi
untuk menghindari dualisme dan memperkuat otoritas pengawasan
(Winarta, 2011). Kedua, peningkatan transparansi dan akuntabilitas
dalam penanganan pelanggaran kode etik, termasuk publikasi
putusan Dewan Kehormatan (TII, 2020) Ketiga, integrasi pendidikan
etika hukum dalam program pendidikan advokat, agar nilai-nilai
integritas dapat diinternalisasi sejak dini (Friedman, 1975). Dengan
langkah-langkah tersebut, profesi advokat dapat kembali memperoleh
kepercayaan publik sebagai profesi yang mulia dan berintegritas
(Mahfud, 2010).
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